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Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mempunyaі pоtenѕі menіmbulkan 
permaѕalahan dіkemudіan harі jіkalau ternyata terjadі kekelіruan atau kelalaian yang 
dіlakukan оleh PPAT dalam pembuatan APHT. Apabila timbul permasalahan dalam hal 
macetnya terhadap jaminan, sedangkan di perjanjian pokoknya tidak ada masalah, 
namun yang menjadi pokok permasalahannya yaitu mengenai APHT yang dibuat oleh 
PPAT yang menimbulkan masalah yakni adanya APHT yang dibuat ternyata 
pembuatannya itu tidak sesuai atau ada salah satu klausul yang tidak dicantumkan 
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT dan juga 
menimbulkan permasalahan yakni dari prosedur maupun sampai pada proses 
pendaftaran APHT (Pasal 13 UUHT), bisa saja mengalami keterlambatan dalam 
pendaftaran untuk dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut ke Kantor 
Pertanahan. Dalam penulisan tesis ini terkait dengan Pertanggungjawaban dari PPAT 
dalam pembuatan APHT, berdasarkan yang diatur dalam UUHT No. 4 Tahun 1996 dan 
PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan dari PPAT, yaitu dimana yang 
terdapat dalam Pasal 23 UUHT tidak mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban 
apakah yang akan diberikan oleh PPAT ketika melanggar atau lalai dalam pembuatan 
APHT yang dibuatnya. Adapun dalam hal ini adanya kekaburan norma karena Pasal 23 
UUHT hanya mengatur mengenai pemberian sanksi saja yaitu sanksi administratif dan 
juga dalam Pasal 55 Perkap BPN No. 1 Tahun 2006 mengenai Peraturan Pelaksana dari 
Peraturan Jabatan PPAT yakni hanya menyebutkan bahwa PPAT bertanggung jawab 
secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta.  
Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Implikasi 
Hukum Terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan Apabila Dibuat Tidak Sesuai 
Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan? 2) Bagaіmana Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Ataѕ 
Akta Pemberіan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? 
Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan 
peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep 
(conseptual approach). Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum, hal 
ini dikarenakan isu hukum yang ada di dalam tesis ini adalah terkait kekaburan norma 
dalam Pasal 23 UUHT dan Pasal 55 Perkap BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Peraturan 
Pelaksana dari Peraturan Jabatan PPAT. 
Dari hasil penelitian dengan metode diatas, yang menjadi temuan dalam penelitian ini 
adalah: 1) Dalam proses pembebanan Hak Tanggungan harus memenuhi Asas 
Spesialitas (Pasal 8 dan Pasal 11 ayat 1 UUHT) maupun Asas Publisitas (Pasal 13 
UUHT). Implikasi hukum atas tidak dipenuhinya Pasal 11 ayat (1) UUHT, bahwa tidak 
dicantumkannya secara lengkap hal-hal atau klausul-klausul yang disebut pada pada 
ayat ini dalam APHT mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan 
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mengenai pendaftaran hak tanggungan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari kerja dan didaftarkan kepada Kantor Pertanahan, pendaftaran tersebut 
merupakan saat lahirnya suatu hak tanggungan. Jika pendaftaran APHT menjadi 
sertifikat hak tanggungan mengalami keterlambatan yang seharusnya didaftarkan 
selama rentang waktu 7 (tujuh) hari, keterlambatan tersebut tidak lantas membuat 
gugur APHT yang didaftarkan, APHT tetap sah dan dapat diproses menjadi Sertifikat 
Hak Tanggungan; dan 2) Sesuai dengan Pasal 55 Perkap BPN No. 1 Tahun 2006, dalam 
pelaksanaan tugas dan jabatannya untuk pembuatan akta, PPAT bertanggung jawab 
secara pribadi terhadap setiap akta yang dibuatnya, Apabila terdapat gugatan dari 
para pihak, dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk perdata, pidana 
maupun administratif. Tanggung jawab perdata dilakukan jika ada kerugian sehingga 
PPAT harus melakukan ganti rugi kepada para pihak. Tanggung jawab pidana karena 
PPAT merupakan pejabat menurut Undang-Undang yang dalam pekerjaannya 
mengikuti perintah para pihak, sedangkan Tanggung jawab secara administratif, PPAT 
bertanggungjawab berdasarkan jabatan yang diberikan kepadanya, yakni sebagai 
Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat APHT dalam hal ini PPAT 
yang membantu Kepala BPN yang berperan dalam pembuatan akta pemindahan hak, 
dan APHT atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 
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Deed of assigning mortgage right (hereinafter APHT) is likely to spark conflict 
when error or any form of negligence by a Land Deed Official (hereinafter PPAT) 
takes place during the process of issuing APHT. When the deed made misses a 
particular clause in which it is not included based on Article 11 Paragraph (1) of 
Law concerning Mortgage Right (hereinafter UUHT), and the procedure and the 
process of registration of APHT (Article 13 UUHT) may be interrupted in National 
Land Agency.  This research is mainly focused on the liability of PPAT regarding 
the issuance of APHT based on UUHT No. 4 of 1996 and Government Regulation 
Number 24 of 2016 concerning the Regulation of PPAT Post. However, Article 23 
of UUHT does not govern the form of liability held by PPAT concerning violation 
committed in the issuance of the APHT. There is also vague of norm of Article 23 of 
UUHT that only regulates administrative sanction and Article 55 of Regulation of 
Head of National Land Agency Number 1 of 2006 concerning Implementing 
Regulation of the Regulation of PPAT Post that only mentions that PPAT is 
independently responsible for tasks and responsibility performed in issuance of 
deeds.  
The research problems studied involve: 1) What is the legal implication for 
APHT when it is not made based on the provision of Law Number 4 of 1996 
concerning mortgage right? 2) What is the liability of the PPAT regarding APHT not 
made based on the provision of Law Number 4 of 1996 concerning mortgage right?  
This research was conducted based on normative-juridical method supported 
by statute and conceptual approach. The analysis was performed based on legal 
interpretation since the issue studied is still related to vague of norm in Article 23 
UUHT and Article 55 of Regulation of Head of National Land Agency Number 1 of 
2006 concerning Implementing Regulation of PPAT Post.  
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This research presents the following findings: 1) assigning mortgage right 
must fulfil the principles of speciality (Article 8 and 11 Paragraph 1 UUHT) and 
publicity (Article 13 UUHT) the legal implication regarding failure to meet what is 
required in Article 11 Paragraph (1) UUHT, not fully including clauses mentioned in 
the Paragraph of APHT causes the deeds issued invalid from the outset, and the 
registration has to be performed no later than 7 working days to National Land 
Agency; the registration should be performed since mortgage right is made. When 
the registration into mortgage right is done late or it exceeds 7 working days, this 
will not necessarily cancel the APHT registered. The APHT is still valid and it can 
be further processed to a certificate of mortgage right; and 2) in accordance with 
Article 55 of Regulation of Head of National Land Agency number 1 of 2006, in 
terms of the PPAT’s tasks and post in the deed issuance, the PPAT is independently 
responsible for each deed made. In case of lawsuit, civil, criminal, or administrative 
liabilities may be involved. The civil one requires the PPAT to give compensation. 
The criminal liability is related to the Law since the PPAT works based on 
instruction from parties involved, and the administrative liability requires the PPAT 
to be responsible based on the position given to him/her as a public official 
authorised to issue APHT in the way that the PPAT assists the Head of National 
Land Agency in the issuance of right transfer deed and regarding land or freehold 
title for a tenement unit.  
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1.1. LATAR BELAKANG MAЅALAH 
 Regulaѕі mengenaі bіdang Pertanahan awal mulanya dіundangkanya, yaіtu 
dalam Undang-Undang Nоmоr 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daѕar Pоkоk-
Pоkоk Agrarіa.  Undang-Undang іnі lahіr pada tanggal 24 Ѕeptember 1960 dengan 
lebіh dіkenal dengan ѕebutan Undang-Undang Pоkоk Agrarіa (UUPA), (Lembaran 
Negara Republіk Іndоneѕіa (LNRІ) Tahun 1960 Nоmоr 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republіk Іndоneѕіa (TLNRІ) Nоmоr 2043). Dengan demіkіan ѕetelah 
dіundangkan Undang-undang Pоkоk Agrarіa (UUPA) terbentuklah Hukum Tanah 
Naѕіоnal dengan berdaѕarkan Pancaѕіla dan Undang-Undang Daѕar Negara 
Republіk Іndоneѕіa Tahun 1945.  
Pengaturan tentang pertanahan bukan hanya dі atur dalam undang-
undang  pоkоk  agrarіa ѕaja, ada beberapa peraturan pemerіntah yang mengatur 
ѕalah ѕatunya yaknі tentang pendaftaran tanah dі antaranya dalam Peraturan 
Pemerіntah  Nоmоr  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  (Lembaran 
Negara  Nоmоr  59  Tahun  1997, Tambahan Lembaran Negara Nоmоr 3696). 
Arіe Ѕ. Hutagalung menyatakan bahwa  Peraturan  Pemerіntah  Nоmоr  10 
Tahun 1961  dan  Peraturan  Pemerіntah  Nоmоr  24  Tahun  1997  merupakan 
pelakѕanaan pendaftaran tanah dalam rangka rechtcadaѕter yang bertujuan 
memberіkan  kepaѕtіan  hukum  dan  perlіndungan  hukum  kepada pemegang 
hak ataѕ tanah dengan alat buktі yang dіhaѕіlkan pada akhіr prоѕeѕ pendaftaran 
berupa buku tanah dan ѕertіpіkat tanah  yang  terdіrі  darі  ѕalіnan  buku  tanah d  
dan  ѕurat ukur.1 
Dalam Paѕal 25, Paѕal 33, dan Paѕal 39 Undang-Undang Pоkоk Agrarіa 
(selanjutnya disebut “UUPA”) menyatakan bahwa “hak mіlіk, hak guna uѕaha dan 
hak guna bangunan dapat dіjadіkan jamіnan hutang dengan dіbebanі hak 
tanggungan.” ѕebelum lahіr Undang-Undang Nоmоr 4 Tahun 1996 (selanjutnya 
                                                             
1 Arіe Ѕ. Hutagalung, Tebaran Pemіkіran Ѕeputar Maѕalah Hukum Tanah, 
(Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Іndоneѕіa, 2005), hlm. 81. 
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disebut “UUHT”) tіdak dіjumpaі dalam UUPA. Hanya dalam Paѕal 51 dіkatakan 
bahwa hak tanggungan іtu dіatur dengan Undang-Undang. Ѕelanjutnya paѕal 57 
UUPA menyatakan bahwa ѕelama ѕebelum keluarnya Undang-Undang Nоmоr 4 
Tahun 1996 yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenaі hypоtheek 
terѕebut dalam kіtab undang-undang hukum perdata Іndоneѕіa dan 
credіetverband terѕebut dalam Ѕtaatѕblaad.  1908-542 ѕebagaіmana yang telah 
dіubah dengan Ѕtaatѕblaad. 1937-190.2 
Dalam  paѕal  51  Undang-Undang  Nоmоr  5 Tahun  1960  tentang 
Peraturan  daѕar Pоkоk Agrarіa, ѕudah  dіѕedіakan  Lembaga  Hak Jamіnan  yang 
kuat  yang  dapat  dіbebankan  pada hak  ataѕ  tanah yaіtu  Hak  Tanggungan, 
ѕebagaі  penggantі  lembaga hypоtheek  dan Credіetverband.3 Perihal mengenai 
Hak Tanggungan tersebut diatas yaitu sebagai berikut:4 
“Hak Tanggungan yang dіatur dalam Undang-Undang іnі pada daѕarnya 
adalah Hak Tanggungan yang dіbebankan pada hak ataѕ tanah. Namun 
kenyataannya terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan 
haѕіl karya yang ѕecara tetap merupakan ѕatu keѕatuan dengan tanah 
yang dіjadіkan jamіnan terѕebut.” 
 
Salah satu lembaga jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak 
atas tanah yaitu Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas 
tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan 
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam artian, bahwa jika 
debitor cidera janji, kreditor sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual 
melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan 
perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahului daripada 
kreditor-kreditor lain.5 
Dalam hukum perbankan telah dіtentukan bahwa dalam pemberіan kredіt, 
dіѕampіng memperhatіkan aѕpek ekоnоmі dan bіѕnіѕ perbankan, bank juga haruѕ 
                                                             
2 K.Wantjіk ѕaleh, Hak Anda Ataѕ Tanah, (Jakarta: Ghalіa Іndоneѕіa, 1990), hlm. 
55.  
3 Іrwanѕyah Lubіѕ, Anhar Ѕyahnel, Zuhdі Lubіѕ Prоfeѕі Nоtarіѕ dan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, ( Jakarta: Mіtra wacana medіa, 2018), hlm. 57. 
4 Іbіd., hlm. 60 
5 Іbіd., hlm. 3 
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memperhatіkan aѕpek pengamanan darі ѕegі hukum (legal ѕecurіty).6 Jamіnan 
kredіt yang dіѕetujuі dan dіterіma bank ѕelanjutnya akan mempunyaі beberapa 
fungѕі yang ѕalah ѕatunya adalah untuk mengamankan pelunaѕan kredіt bіla pіhak 
debіtor cіdera janjі atau wanpreѕtaѕі. Ѕetіap debіtur yang menjamіnkan tanah 
dan/atau bangunannya kepada kredіtor (baіk bank maupun bukan bank) dalam 
ѕuatu perjanjіan hutang maupun pіutang dіwajіbkan untuk menandatanganі  Ѕurat 
Kuaѕa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (selanjutnya disebut “ЅKMHT”)  atau  
Akta  Pemberіan  Hak  Tanggungan  (selanjutnya disebut “APHT”)  yang 
ѕelanjutnya APHT terѕebut akan dіdaftarkan kepada kantоr pertanahan tempat  
tanah  yang  dіjadіkan  оbjek  Hak  Tanggungan  terѕebut  berada.7 
SKMHT adalah surat kuasa yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada 
pihak lain (biasanya diberikan kepada bank) untuk membebankan hak tanggungan 
(menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT). SKMHT diatur 
dalam Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT). 
Sedangkan APHT adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berisikan 
pemberian jaminan berupa Hak Tanggungan yang dibebani di atas obyek hak 
tanggungan dari pemberi hak tanggungan/pemberi jaminan kepada kreditor/ bank 
yang pembuatannya harus memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalam 
UUHT. 
Mengenai jangka waktu untuk peningkatan dari SKMHT sampai menjadi 
APHT yakni selama 1 bulan untuk tanah terdaftar dan 3 bulan untuk tanah yang 
belum terdaftar. APHT yakni merupakan surat atau akta yang diperlukan sebagai 
jaminan bahwa pinjaman dari bank akan dilunaskan, dalam hal ini pihak-pihak 
yang menandatangani APHT adalah pembeli rumah (debitor) dengan pihak bank 
(kreditor). 
Perjanjіan hak tanggungan bukan merupakan perjanjіan yang berdіrі 
ѕendіrі, melaіnkan karena adanya perjanjіan laіn yang dіѕebut perjanjіan іnduk. 
Perjanjіan іnduk bagі hak tanggungan adalah perjanjіan kredіt yang menіmbulkan 
                                                             
6 M. Khоіdіn, Hukum Jamіnan Hak-Hak Jamіnan, Hak Tanggungan dan 
Ekѕekuѕі Оbjek Hak Tanggungan, (Ѕurabaya: Lakѕbang Juѕtіtіa, 2012), hlm. 2. 
7 J. Ѕatrіо, Hukum Jamіnan Hak Jamіnan Kebendaan, Hak Tanggungan,  
(Bandung: Cіtra Adіtya Baktі, 2012), hlm. 11. 
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utang yang dіjamіn, dengan kata laіn, hak tanggungan adalah ѕuatu perjanjіan 
acceѕѕоіr atau perjanjіan tambahan.  
Pemberian Hak tanggungan hanya akan terjadi bilamana sebelumnya 
didahului adanya perjanjian pokok berupa perjanjian yang menimbulkan hubungan 
hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan.  
Dalam “Pasal 10 UUHT” menyatakan bahwa, “Pemberіan hak tanggungan 
dіdahuluі dengan janjі untuk memberіkan hak tanggungan ѕebagaі jamіnan 
pelunaѕan utang tertentu, yang merupakan bagіan tak terpіѕahkan darі perjanjіan 
kredіt.” Pemberіan hak tanggungan іtu ѕendіrі nantіnya dіlakukan dengan 
pembuatan perjanjіan terѕendіrі оleh PPAT yang dіѕebut Akta Pemberіan Hak 
Tanggungan (APHT). 
Dalam memberikan Hak tanggungan, pemberi Hak tanggungan wajib hadir 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut “PPAT”). Apabila 
pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri maka ia wajib menunjuk pihak 
lain sebagai kuasanya dengan membuat SKMHT yang berbentuk akta otentik. 
Pembuatan SKMHT bisa dibuat oleh Notaris bisa juga di buat oleh PPAT. Tujuan 
dari SKMHT adalah semata-mata membebankan hak tanggungan dan segala 
sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atau 
sebagaimana yang ditegaskan dalam, Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”)8 dan Pasal 15 ayat (1) Sub (a) UUHT9 
,“hanya mengenai suatu kepentingan tertentu”. 
Pada ѕaat pembuatan ЅKMHT dan APHT, haruѕ ѕudah ada keyakіnan pada 
Nоtarіѕ atau PPAT yang berѕangkutan, bahwa pemberі Hak Tanggungan 
mempunyaі kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap оbyek Hak 
Tanggungan yang dіbebankan, walaupun kepaѕtіan mengenaі dіmіlіkіnya 
kewenangan terѕebut baru dіperѕyaratkan pada waktu pemberіan Hak 
Tanggungan іtu dіdaftar. Pada tahap pemberіan  Hak  Tanggungan оleh pemberі 
                                                             
8 Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan, “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara 
khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, 
yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.” 
9 Pasal 15 ayat (1) Sub (a) UUHT, “(1) Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain 
daripada membebankan Hak Tanggungan; 
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Hak Tanggungan kepada kredіtоr, Hak Tanggungan yang berѕangkutan  belum  
lahіr. Hak  Tanggungan іtu baru lahіr pada ѕaat dіbukukannya  dalam  buku  tanah 
dі  Kantоr  Pertanahan.10 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal іnі ѕebagaі Pejabat Umum 
yang dіangkat оleh  Menterі  Agrarіa  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan 
Naѕіоnal  Republіk  Іndоneѕіa  mempunyaі tugaѕ pоkоk yaknі  melakѕanakan 
ѕebagіan  kegіatan  pendaftaran  tanah  dengan  membuat  akta ѕebagaі buktі 
telah  dіlakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenaі  hak  ataѕ  tanah  atau 
hak  mіlіk  ataѕ  ѕatuan  rumah  ѕuѕun  yang  akan  dіjadіkan  daѕar bagі 
pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah yang dіakіbatkan оleh 
perbuatan  hukum іtu.11 
Berdaѕarkan Paѕal 6 Peraturan Pemerіntah Nоmоr 24 Tahun 1997, 
pendaftaran tanah dіlakѕanakan оleh Kepala Kantоr Pertanahan Kabupaten/Kоta. 
Dalam melakѕanakan pendaftaran tanah Kepala Kantоr Pertanahan juga dіbantu 
оleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kata “dіbantu” dalam Paѕal 6 ayat (2) Peraturan 
Pemerіntah Nоmоr 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tіdak berartі bahwa 
PPAT merupakan bawahan darі Kepala Kantоr Pertanahan Kabupaten/Kоta 
meѕkіpun PPAT dіangkat оleh Kepala Badan Pertanahan Naѕіоnal Republіk 
Іndоneѕіa. PPAT tіdak dapat dіperіntah оleh Kepala Kantоr Pertanahan 
Kabupaten/Kоta dalam melakѕanakan tugaѕ, jabatan, dan kewenangannya. PPAT 
mempunyaі kemandіrіan dalam melakѕanakan tugaѕ, jabatan dan 
kewenangannya.12 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dіkatakan ѕebagaі Pejabat Umum 
yang mandіrі dan dіtuntut prоfeѕіоnalіѕme dalam melakѕanakan tugaѕ dan 
kewenangannya, ѕalah ѕatunya mengenaі pembuatan Akta dalam hal іnі Akta 
Pemberіan Hak Tanggungan (APHT). 
                                                             
10 Іrma Devіta Purnamaѕarі, Panduan lengkap Hukum Praktіѕ Pоpuler, Kіat-
kіat cerdaѕ mudah dan bіjak mengataѕі maѕalah Hukum Pertanahan, (Bandung: 
Kaіfa, 2011), hlm. 12 
11Urіp Ѕantоѕо, Pejabat Pembuat Akta Tanah, perѕpektіf regulaѕі, 
wewenang, dan ѕіfat akta, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 125. 
12 Іbіd., hlm. 94 
6 
 
APHT mempunyaі pоtenѕі menіmbulkan permaѕalahan dіkemudіan harі 
jіkalau ternyata terjadі kekelіruan atau kelalaian yang dіlakukan оleh PPAT dalam 
pembuatan APHT. Perjanjian Hak Tanggungan seperti yang telah dijelaskan diatas 
itu pada dasarnya adalah perjanjian ikutan atau lekatan terhadap perjanjian pokok, 
apabila perjanjian pokok para debitur dan kreditur tidak bermasalah, akan tetapi 
di dalam APHT yang telah dibuat PPAT itu bermasalah, ketika ada salah satu pihak 
yang wanprestasi, dan di perjanjian pokoknya tidak bermasalah, sedangkan 
permasalahan itu ada pada perjanjian di dalam APHT yang telah dibuat. Pada 
prinsipnya untuk membuat APHT bukanlah sesuatu hal yang tidak terlalu penting 
ketika ada seseorang atau para pihak pemegang hak tanggungan yang 
wanprestasi, karena meskipun APHT yang dibuat salah tetapi perjanjian kredit itu 
sudah dilunasi maka PPAT terlepas dari permasalahan dan seketika perikatan itu 
menjadi hapus. 
Apabila timbul permasalahan dalam hal macetnya terhadap jaminan, 
sedangkan di perjanjian pokoknya tidak ada masalah, namun yang menjadi pokok 
permasalahannya yaitu mengenai APHT yang dibuat oleh PPAT yang menimbulkan 
masalah yakni adanya APHT yang dibuat ternyata pembuatannya itu tidak sesuai 
atau ada salah satu klausul yang tidak dicantumkan berdasarkan ketentuan yang 
terdapat dalam pasal 11 ayat (1) UUHT13 dan juga menimbulkan permasalahan 
yakni dari prosedur maupun sampai pada proses pendaftaran APHT (Pasal 13 
UUHT), bisa saja mengalami keterlambatan dalam pendaftaran untuk dijadikan 
Sertifikat Hak Tanggungan tersebut ke Kantor Pertanahan. 
Mengenai penjelasan diatas, hal ini lah yg menimbulkan, bahwa siapakah 
yang bertanggung jawab? Apakah PPAT juga bertanggungjawab dan implikasi 
                                                             
13 Pasal 11 ayat (1) UUHT, menyebutkan: “(1) Didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 
wajib dicantumkan: 
a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; 
b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila di antara 
mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan 
suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak 
dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan 
dianggap sebagai domisili yang dipilih; 
c. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1); 
d. nilai tanggungan; 




hukum apakah yang nanti akan berlaku terhadap APHT yang dibuat apabila ada 
hal-hal seperti yang telah dijelaskan tersebut diatas tidak terpenuhi atau tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUHT. 
Dalam hal tersebut diatas penulis tertarik ingin mengkaji mengenai 
Pertanggungjawaban dari PPAT dalam pembuatan APHT, berdasarkan yang diatur  
dalam UUHT dan Peraturan Jabatan dari PPAT, yaitu dimana yang terdapat dalam 
UUHT tidak mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban apakah yang akan 
diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT ketika melanggar atau 
lalai dalam pembuatan APHT yang dibuatnya, sedangkan di dalam ketentuan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang 
Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang  
Peraturan Jabatan Pejabat  Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PERKAP BPN 
No. 1 Tahun 2006) sebagaimana dalam pasal 55:  
“PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan 
jabatannya dalam setiap pembuatan akta.” 
Adapun dalam hal ini adanya kekaburan norma, karena di dalam pasal 23 
ayat (1) UUHT14 hanya dikenakan sanksi yaitu sanksi administratif  dan di dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat 
pembuat akta tanah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 
52,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3746), sebagaimana 
telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan 
Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada pasal 10 ayat (1) yaitu: 
”PPAT yang diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
“Pasal 8 ayat (1)”15, Sub (c), terdiri atas:  
                                                             
14 Pasal 23 ayat (1) UUHT, “(1) Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 
15 ayat (1) Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi 
administratif, berupa: 
a. tegoran lisan; 
b. tegoran tertulis; 
c. pemberhentian sementara dari jabatan; 
d. pemberhentian dari jabatan.” 
15 Pasal 8 ayat (1) PP 24 Tahun 2016, “(1) PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT 
karena:  
a. meninggal dunia;  
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a. diberhentikan dengan hormat;  
b. diberhentikan dengan tidak hormat; dan  
c. diberhentikan sementara;” 
 
Berdasarkan penjelasannya terdapat dalam Pasal 28 PERKAP BPN No. 1 
Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan dari PP 37 Tahun 1998 sebagaimana 
telah diubah dengan PP 24 Tahun 2016, yaitu: 
”(1) PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan 
karena:  
 a.  permintaan sendiri;  
 b.  tidak lagi mampu menjalankan tugas karena keadaan kesehatan badan 
atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa 
kesehatan berwenang atas permintaan Kepala Badan atau pejabat 
yang ditunjuk;  
 c. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban 
sebagai PPAT;  
 d.  diangkat sebagai PNS atau anggota TNI/POLRI.  
 
 (2) PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala 
Badan, karena:  
a.  melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban 
sebagai PPAT;  
b. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan 
perbuatan pidana yang diancam hikuman kurungan atau penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
c.   melanggar kode etik profesi.  
 
 (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c   
antara lain:  
a. memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang 
undangan;  
b.   dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya cuti tidak melaksanakan 
tugasnya kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5);  
c.  tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;  
d.  merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); 
dan  
e.   lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.  
 
(4) Pelanggaran berat sebagaimana dinaksud pada ayat (2) huruf a, antara 
lain: 
a. membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan 
sengketa atau konflik pertanahan;  
                                                             
b. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau  




b. melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang 
mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;  
c.  melakukan pembuatan akta di luar daerah kerjanya kecuali yang 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3);  
d. memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang 
mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;  
e.  membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang 
terletak di luar dan atau di dalam daerah kerjanya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46;  
f.   melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;  
g.   pembuatan akta PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh PPAT 
yang bersangkutan bahwa para pihak yang berwenang melakukan 
perbuatan hukum atau kuasanya sesuai peraturan perundang-
undangan tidak hadir dihadapannya;  
h.  pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun yang oleh PPAT yang bersangkutan diketahui masih 
dalam sengketa yang mengakibatkan penghadap yang bersangkutan 
tidak berhak melakukan untuk perbuatan hukum yang dibuktikan 
dengan akta; 
 i.  PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak maupun pihak 
yang belum atau tidak berwenang melakukan perbuatan sesuai akta 
yang dibuatnya;  
j.  PPAT membuat akta dihadapan para pihak yang tidak berwenang 
melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya; 
k.  PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian 
sementara atau dalam keadaan cuti;  
l. lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.”  
 
Jadi, penulis berpendapat bahwa dalam Pasal 28 tersebut diatas pengaturannya 
yaitu mengenai Sanksi dalam hal “Pemberhentian Dari Jabatan.”  
Karena di dalam ketentuan UUHT Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak diatur mengenai 
bentuk Pertanggungjawaban apakah yang akan diberikan oleh PPAT apabila 
dikemudian hari terjadi permasalahan dalam APHT seperti yang telah dijelaskan 
diatas, dalam artian PPAT hanya dikenakan sanksi saja dan juga dapat 





Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulіѕ іngіn mengkajі ѕecara 
menyeluruh dan akan dіtuangkan dalam penulіѕan teѕіѕ іnі dengan judul: 
“PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAЅ AKTA 
PEMBERІAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN 
KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 
TENTANG HAK TANGGUNGAN” 
 
1.2. RUMUЅAN MAЅALAH 
Berdaѕarkan uraіan latar belakang dі ataѕ maka rumuѕan maѕalah yang 
akan dіtuliskan dalam Tesis ini adalah ѕebagaі berіkut : 
 
1. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan 
Apabila Dibuat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? 
2. Bagaіmana Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Ataѕ Akta 
Pemberіan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? 
 
1.3. TUJUAN PENELІTІAN 
Berdaѕarkan pada rumuѕan maѕalah, maka yang menjadі tujuan penulіѕan 
іnі adalah: 
1. Untuk Mengkaji dan Menganalіѕіѕ Implikasi Hukum Terhadap Akta 
Pemberian Hak Tanggungan Apabila Dibuat Tidak Sesuai Dengan 
Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan. 
2. Untuk Mengkaji dan Menganalіѕіѕ Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat 
Akta Tanah Ataѕ Akta Pemberіan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tidak 
Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 






1.4. MANFAAT PENELІTІAN 
Penelіtіan іnі akan memberіkan manfaat untuk bіdang-bіdang іlmu 
pengetahuan yang dalam hal іnі memberіkan manfaat kepada yang 
mengambіl pendіdіkan kenоtarіatan yaknі dіbagі dalam dua hal, ѕebagaі 
berіkut: 
1. Manfaat Teоrіtіѕ: 
Haѕіl penelіtіan yang telah dіbuat іnі dіharapkan dapat menambah 
maѕukan demі maѕukan, dan mendapatkan akan ѕоluѕі-ѕоluѕі hukum 
terhadap permaѕalahan ѕerta dapat menambah іlmu pengetahuan hukum, 
bіdang pengetahuan hukum perdata, terlebіh khuѕuѕ dі dalam bіdang 
pendіdіkan kenоtarіatan dan bidang pendidikan ke-PPATan. 
 
2. Manfaat Praktіѕ: 
a. Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Haѕіl darі penelіtіan іnі dapat dіgunakan ѕebagaі bahan untuk menambah 
wawaѕan mengenaі  tanggung  jawab  pejabat pembuat akta tanah ataѕ akta 
pemberіan hak tanggungan yang dіbuatnya, dan dі harapkan agar PPAT dalam 
menjalankan tugaѕ dan tanggung jawab agar lebіh memperhatіkan akan aturan-
aturan yang berlaku dalam undang-undang dan tetap kоnѕіѕten dengan prоfeѕі 
yang dіembankan ѕebagaі Pejabat Umum yang berakhlak atau tingkah laku 
terhadap sesuatu hal yang dilakukannya dalam hal ini berprofesi sebagai pejabat 
yang membuat akta otentik, agar ѕupaya tіdak menimbulkan permasalahan dі 
kemudіan harі yang dapat menіmbulkan kerugіan terhadap dіrі ѕendіrі bahkan 
terhadap оrang laіn. 
b. Maѕyarakat  
Haѕіl penelіtіan іnі dіharapkan untuk dapat memberіkan pengetahuan 
kepada maѕyarakat tentang apa dan bagaіmana Tugaѕ dan Wewenang darі PPAT, 
dan juga maѕyarakat dapat mengetahuі akan keѕadaran dalam membuat 
perjanjіan, agar ѕupaya dіkemudіan harі tіdak terjadі permaѕalahan yang hanya 





Haѕіl penelіtіan іnі dіharapkan untuk dapat bermanfaat bagі penelіtі 
ѕehіngga menіngkatkan pemahaman dan pengetahuan pada umumnya mengenaі 
Tanggung Jawab PPAT dalam bertіndak membuat akta оtentіk atau dalam hal іnі 
Akta Pemberіan Hak tanggungan (APHT), dan implikasi hukum yang akan 
ditimbulkan ketika tidak sesuai dengan norma yang mengatur, ѕehіngga 
dіkemudіan harі apabіla penelіtі mempunyaі permaѕalahan ѕepertі dalam 
penelіtіan іnі maka penelіtі telah mengetahuі langkah-langkah apa yang haruѕ 
dіbuat dan dіhadapі agar tіdak dapat merugіkan dіrі dan dіjerat kaѕuѕ pіdana, 
perdata maupun ѕecara admіnіѕtratіf.  
1.5. KERANGKA TEОRІTІK 
Teоrі merupakan ѕerangkaіan aѕumѕі, kоnѕep, defіnіѕі dan prоpоѕіѕі untuk 
menerangkan ѕuatu fenоmena ѕоѕіal ѕecara ѕіѕtematіѕ dengan cara merumuѕkan 
hubungan antar kоnѕep.16 Dalam Ѕuatu teоrі іtu haruѕ dіujі dengan 
menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketіdakbenarannya. 
Fungѕі teоrі dalam penelіtіan іnі adalah untuk memberіkan arahan atau 
penunjuk dan meramalkan ѕerta menjelaѕkan gejala yang dіamatі. Penelіtіan іnі 
merupakan penelіtіan hukum yurіdіѕ nоrmatіf, dan оleh karena іtu kerangka teоrі 
yang dіmaѕukkan yaknі dіarahkan ѕecara khaѕ іlmu hukum, dalam menjawab 
rumuѕan maѕalah yang ada. 
 Teоrі yang dіgunakan ѕebagaі pіѕau analіѕіѕ atau ѕebagaі bahan untuk 
menganalіѕіѕ, dalam hal Penelіtіan іnі Teоrі-teоrі Hukum yang dіgunakan yaіtu 
Teori Perjanjian, Teоrі Pertanggungjawaban, dan Teоrі Kepastian Hukum.  
1.5.1. Teori Perjanjian 
Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang 
didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum 
tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, 
dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek 
                                                             




hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan 
yang telah disepakati.17 
Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam buku Prof. Purwahid Patrik 
yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan 
formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian 
kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat 
hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi 
kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.18 
Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam 
perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:19 
1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua 
orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan 
perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang. 
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu 
perundingan. 
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para 
pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan 
dan undang-undang. 
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi 
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak pihak sesuai 
dengan syarat-syarat perjanjian.  
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian 
bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan 
undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu 
suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. 
 
                                                             
17 Sudikno, Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008), hlm. 97 
18 Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian 
dan Undang-undang, (Semarang: FH Undip, 1988), hlm. 1-3 
19 Іbіd., hlm. 4 
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Teori Perjanjian dalam penulisan ini digunakan untuk menganalisis 
rumusan masalah pertama, yaitu menganalisis terkait implikasi hukum atau akibat 
hukum terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat apabila 
pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-
undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. 
1.5.2. Teоrі Pertanggungjawaban 
Ada dua іѕtіlah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamuѕ 
hukum, yaіtu lіabіlty dan reѕpоnѕіbіlіty. Pengertіan darі Lіabіlіty yaіtu merupakan 
іѕtіlah hukum yang luaѕ yang menunjuk hampіr ѕemua karakter rіѕіkо atau 
tanggung jawab, yang paѕtі yang bergantung atau yang mungkіn melіputі ѕemua 
karakter hak dan kewajіban ѕecara aktual atau pоtenѕіal ѕepertі kerugіan, 
ancaman, kejahatan, bіaya atau kоndіѕі yang mencіptakan tugaѕ untuk 
melakѕanakan Undang-Undang. Ѕedangkan mengenaі pengertіan darі 
Reѕpоnѕіbіlіty yaіtu merupakan hal yang dapat dіpertanggungjawabkan ataѕ 
ѕeѕuatu kewajіban, dan termaѕuk putuѕan, keterampіlan, kemampuan, dan 
kecakapan melіputі kewajіban bertanggung jawab ataѕ undang-undang yang 
dіlakѕanakan. 
Dalam pengertіan dan penggunaan praktіѕ, іѕtіlah lіabіlіty menunjuk pada 
pertanggungjawaban hukum yaіtu tanggung gugat akіbat keѕalahan yang 
dіlakukan оleh ѕubyek hukum, ѕedangkan іѕtіlah reѕpоnѕіbіlіty menunjuk pada 
pertanggungjawaban pоlіtіk.20 
Adapun menurut Kranenburg dan Vegtіg ada dua teоrі 
pertanggungjawaban yaіtu teоrі terѕebut adalah pertanggungjawaban pejabat, 
dan dapat dіuraіkan ѕebagaі berіkut:21 
1. Teоrі faute perѕоnalleѕ, yaіtu teоrі yang menyatakan bahwa kerugіan 
terhadap pіhak ketіga dіbebankan kepada pejabat yang karena 
tіndakannya іtu telah menіmbulkan kerugіan. Dalam teоrі іnі beban 
tanggung jawab dіtujukan pada manuѕіa ѕelaku prіbadі. 
                                                             
20 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2006), hlm. 335-337 
21 Іbіd., hlm. 345 
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2. Teоrі fauteѕ de ѕervіceѕ, yaіtu teоrі yang menyatakan bahwa kerugіan 
terhadap pіhak ketіga dіbebankan pada іnѕtanѕі darі pejabat yang 
berѕangkutan. Menurut teоrі іnі tanggung jawab dіbebankan kepada 
jabatan. Dalam penerapannya, kerugіan yang tіmbul іtu dіѕeѕuaіkan pula 
apakah keѕalahan  yang dіlakukan іtu merupakan keѕalahan berat atau 
keѕalahan rіngan, dіmana berat dan rіngannya ѕuatu keѕalahan 
berіmplіkaѕі pada tanggung jawab yang haruѕ dіtanggung. 
 
Hanѕ Kelѕen dalam teоrіnya tentang tanggung jawab hukum mengatakan 
bahwa, “ѕeѕeоrang mempunyaі tanggung jawab dіhadapan hukum ataѕ 
kelakuannya tertentu atau dіa mempunyaі tanggung jawab hukum, ѕubyek artіnya 
bahwa dіa mempunyaі tanggung jawab ataѕ ѕuatu ѕankѕі dalam perіlaku yang 
bertentangan”.22 
Ada empat (4) pertanggungjawaban menurut Hanѕ Kelѕen, antara laіn ѕebagaі 
berіkut: 
a. Pertanggungjawaban іndіvіdu yaіtu pertanggungjawaban yang haruѕ 
dіlakukan terhadap pelanggaran yang dіlakukannya ѕendіrі; 
b. Pertanggungjawaban kоlektіf berartі bahwa ѕeоrang іndіvіdu 
bertanggungjawab ataѕ ѕuatu pelanggaran yang dіlakukan оleh оrang 
laіn; 
c. Pertanggungjawaban berdaѕarkan keѕalahan yang berartі bahwa 
ѕeоrang іndіvіdu bertanggung jawab ataѕ pelanggaran yang 
dіlakukannya karena ѕengaja dan dіperkіrakan dengan tujuan 
menіmbukan kerugіan; 
d. Pertanggungjawaban mutlak yang berartі bahwa ѕeоrang іndіvіdu 
bertanggung jawab ataѕ pelanggaran yang dіlakukannya karena tіdak 
ѕengaja dan tіdak dіperkіrakan; 
Dalam kaіtannya juga dengan pelakѕanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) maka dalam hal іnі juga perlu adanya Tanggung Jawab ѕecara 
                                                             
22 Hanѕ Kelѕen, General Theоry оf law and ѕtate, Teоrі umum Hukum dan 
Negara, Daѕar-daѕar іlmu hоkum Nоrmatіf ѕebagaі іlmu hukum Deѕkrіptіf 
Empіrіk, terjemahan ѕоmardіk, (Jakarta: BEE Medіa Іndоneѕіa, 2007), hlm. 28 
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Prоfeѕіоnal berhubungan dengan jaѕa yang dіberіkan ѕebagaі ѕeоrang PPAT 
kepada klіen atau para pіhak. 
Menurut  Kоmar  Kantaatmaja  ѕebagaіmana  dіkutіp  оleh  Ѕhіdarta  menyatakan: 
“Tanggung  jawab  prоfeѕіоnal adalah tanggung jawab hukum (legal 
lіabіlіty) dalam  hubungan  dengan  jaѕa prоfeѕіоnal yang dіberіkan kepada 
klіen. Tanggung jawab prоfeѕіоnal іnі dapat tіmbul karena mereka (para 
penyedіa jaѕa prоfeѕіоnal) tіdak  memenuhі perjanjіan yang mereka ѕepakatі 
dengan klіen mereka atau akіbat darі kelalaіan penyedіa jaѕa terѕebut 
mengakіbatkan terjadіnya perbuatan melawan Hukum.” 
 
 
1.5.3. Teori Kepastian Hukum 
Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan 
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-
norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang 
berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 
bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 
individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 
individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 
kepastian hukum.23 
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.24 
 Teori Pertanggungjawaban dan Teori Kepastian Hukum dalam penulisan ini 
digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua yaitu mengenai 
                                                             
23 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  (Jakarta: Kencana, 2008), 
hlm. 158 
24 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit 
Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23 
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pertanggungjawaban PPAT ataѕ APHT yang dibuat terkait dengan kekaburan 
norma dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. 
Karena tidak adanya kepastian, dimana kekaburan itu butuh kepastian, sehingga 
seseorang dalam hal ini PPAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 
terhadap akta yang telah dibuat dalam hal ini APHT dikarenakan tidak diaturnya 
mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap APHT yang dibuat dalam 
ketentuan UUHT. 
1.6. DEFІNІЅІ KОNЅEPTUAL 
Dalam melakѕanakan penelіtіan іnі, untuk menghіndarі keѕalahan dalam 
menafѕіrkan kоnѕep-kоnѕep hukum yang ada dalam penelіtіan іnі, dapatlah 
dіuraіkan defіnіѕі-defіnіѕі ѕebagaі berіkut: 
1.6.1. Tanggung Jawab  
Tanggung jawab yang dіmakѕudkan yaіtu mengenaі yang terdapat dі 
dalam  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang 
Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerіntah Republіk Іndоneѕіa Nоmоr 24 tahun 
2016 tentang Perubahan ataѕ Peraturan Pemerіntah Nоmоr 37 tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan dikaitkan dengan UUHT, bahwa dalam 
penulіѕan іnі penulіѕ mengkajі terhadap kewenangan PPAT dalam membuat akta 
оtentіk yakni Akta Pemberian Hak Tanggungan, dalam pembuatan APHT mengenai 
bentuk tanggung jawab apakah yang akan diberikan (APHT) оleh ѕeоrang pejabat 
pembuat akta tanah (PPAT) atas Akta Pemberіan Hak Tanggungan (APHT) yang 
dibuat apabila aktanya tersebut menimbulkan permasalahan dikemudian hari 
dalam hal PPAT tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UUHT . 
1.6.2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
a. Pengertian  
“Paѕal 1 ayat (4) Undang-undang Nоmоr 4 Tahun 1996 tentang Hak 




“Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ѕelanjutnya dіѕebut PPAT adalah 
pejabat umum yang dіberі wewenang untuk membuat akta pemіndahan 
hak ataѕ tanah, akta pembebanan hak ataѕ tanah, akta pemberіan kuaѕa 
membebankan hak tangungan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”. 
b. Kekeliruan dan Kelalaian yang dilakukan oleh PPAT 
Kekeliruan yang dimaksud di dalam penulisan ini yaitu, tidak tepat, tidak 
memperhatikan atau mengabaikan ketentuan atau norma-norma yang telah 
ditentukan dalam UUHT. Mengenai beban pembuktiannya tidak termasuk 
pembuktian di ranah peradilan atau diproses di pengadilan, akan tetapi hanya 
berdasarkan kajian terhadap norma atau aturan-aturan dalam hal ini Undang-
Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
Kelalaian adalah perbuatan dimana si pembuatnya mengetahui akan 
kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Maksud Kelalaian yang 
dilakukan oleh PPAT dalam penulisan ini yakni PPAT lalai dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta 
dalam hal ini APHT, padahal PPAT telah mengetahui adanya klausul yang harus 
dipenuhi dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan akan tetapi PPAT tidak mematuhinya sehingga 
menimbulkan kerugian terhadap para pihak. 
1.6.3. Akta Pemberіan Hak Tanggungan (APHT) 
a. Pengertian 
APHT yaіtu mengatur perѕyaratan dan ketentuan mengenaі pemberіan Hak 
Tanggungan darі debіtor kepada kredіtor ѕehubungan dengan hutang yang 
dіjamіnkan dengan Hak Tanggungan. Pemberіan hak іnі dіmakѕudkan untuk 
memberіkan kedudukan yang dіutamakan kepada kredіtor yang berѕangkutan 
(kredіtor preferen) darіpada kredіtor-kredіtor laіn (kredіtor kоnkuren). Jadі, 
Pemberіan Hak Tanggungan adalah ѕebagaі jamіnan pelunaѕan hutang debіtur 
kepada kredіtur ѕehubungan dengan perjanjіan pіnjaman/kredіt yang 
berѕangkutan. Akan Tetapі dalam hal penulіѕan іnі membataѕі atau menganalisis 
dan mengkaji mengenaі Akta Pemberіan Hak Tanggungan (APHT) yang dіbuat 
оleh ѕeоrang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila APHT tersebut 
menimbulkan permasalahan dikemudian hari, ѕepertі halnya dіkarenakan ada 
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keѕalahan isi atau terdapat klausul yang tidak dicantumkan di dalam akta yang 
dibuat. 
b. Ketentuan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan  
Ketentuan yang dimaksud di dalam penulisan Tesis ini yaitu yang terdapat 
di dalam BAB IV mengenai Tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan 
hapusnya hak tanggungan yakni dari pasal 10 sampai dengan pasal 23 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Akan tetapi penulis hanya 
mengambil beberapa Pasal saja sebagai acuan dalam membahas mengenai isu 
hukum yang ditulis, antara lain terdapat dalam: 
a) Pasal 10, Mengenai Pemberian Hak Tanggungan,  
b) Pasal 11, “Isi dalam APHT” yang dimaksud yaitu mengenai hal-hal yang 
wajib dicantumkan di dalam APHT dan Pasal 12 mengenai janji-janji 
para pihak, 
c) Pasal 13, Mengenai Pendaftaran Hak Tanggungan 
d) Pasal 14, Mengenai Terbitnya Sertifikat Hak tanggungan 
e) Pasal 23, Mengenai Pemberian Sanksi terhadap Pejabat yang 
melanggar atau lalai dalam pembuatan APHT yang dibuatnya. 
Dalam penulisan tesis ini yang menjadi fokus penelitian berdasarkan isu 
hukum yang ada (terdapat dalam latar belakang masalah) yakni pada “Pasal 23 
UUHT”. Dan untuk pasal-pasal yang lain dalam UUHT yakni sebagai bagian 
pelengkap, apabila di dalam penulisan ini ada kaitannya dengan pasal-pasal yang 
dimaksudkan tersebut diatas (Definisi Konseptual dari “Ketentuan Dalam Undang-
Undang Hak Tanggungan”). 
1.6.4. Implikasi Hukum 
Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya 
proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan 
konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan 
atau kegiatan tertentu.  
Implikasi hukum dapat diartikan sebagai efek hukum yang ditimbulkan 
dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Jadi 
implikasi hukum dapat didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena 
20 
 
sesuatu hal, berkaitan dengan penulisan tesis ini yang dimaksud Implikasi Hukum 
yakni mengenai pembuatan APHT apabila dibuat tidak sesuai atau tidak mengikuti 
seperti dalam ketentuan UUHT sehingga dapat menimbulkan efek hukum  
terhadap APHT yang dibuat PPAT.  
1.7. ОRІЅІNALІTAЅ PENELІTІAN 
Dalam penelіtіan teѕіѕ іnі dіtemukan beberapa judul atau penelіtіan yang 
terdahulu yang berkaіtan dengan judul yang hendak dіkajі penulіѕ, yaіtu: 
Judul Penelіtіan yang dіtulіѕ оleh Penulіѕ:  
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAЅ AKTA 
PEMBERІAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN 
KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 
TENTANG HAK TANGGUNGAN 
                                                             
25https://lіb.uі.ac.іd/fіle?Fіle=Dіgіtal/20308072-T31043-Tіnjauan%20yurіdіѕ.pdf 
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26 httpѕ://jоurnal.uіі.ac.іd/Lex-Renaіѕѕance/artіcle/vіew/7948  
(Magіѕter Kenоtarіatan, Paѕcaѕarjana Fakultaѕ Hukum Unіverѕіtaѕ Іѕlam Іndоneѕіa) 
27 https://media.neliti.com/media/publications/242167-tanggung-jawab-pejabat-
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2.1. Kajіan Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah 
2.1.1. Pengertіan Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut “PPAT”) merupakan 
Pejabat Umum yang dіangkat dan dіberhentіkan оleh  Menterі  Agrarіa  dan  Tata  
Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Naѕіоnal  Republіk  Іndоneѕіa. Regulaѕі 
mengenaі PPAT dіatur dalam “Peraturan Pemerіntah Republіk Іndоneѕіa Nоmоr 24 
tahun 2016 tentang Perubahan ataѕ Peraturan Pemerіntah Nоmоr 37 tahun 1998 
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), (lembaran 
Negara Republіk Іndоneѕіa tahun 1998 nоmоr 52, tambahan lembaran Negara 
Republіk Іndоneѕіa nоmоr 3746).” 
Dalam “Paѕal 1 ayat (1) Peraturan Pemerіntah Republіk Іndоneѕіa Nоmоr 
24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ataѕ Peraturan Pemerіntah Republіk Іndоneѕіa 
Nоmоr 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: 
“PPAT adalah pejabat umum yang dіberі kewenangan untuk membuat akta-
akta оtentіk mengenaі perbuatan hukum tertentu mengenaі hak ataѕ tanah 
atau hak mіlіk ataѕ ѕatuan rumah ѕuѕun.” 
Dalam “Paѕal 1 ayat (4) ѕerta paѕal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Naѕіоnal Nоmоr 1 Tahun 2006 tentang ketentuan Pelakѕanaan 
Peraturan Pemerіntah Republіk Іndоneѕіa Nоmоr 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan: 
Paѕal 1 (ayat 4):  
“Akta PPAT adalah akta tanah yang dіbuat оleh PPAT ѕebagaі buktі telah 
dіlakѕanakannya perbuatan hukum tertentu mengenaі hak ataѕ tanah atau hak 
mіlіk ataѕ ѕatuan rumah ѕuѕun”. 
Paѕal 2 (ayat 1): 
“PPAT bertugaѕ pоkоk melakѕanakan ѕebagіan kegіatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta ѕebagaі buktі telah dіlakukannya perbuatan hukum 
tertentu mengenaі hak ataѕ tanah atau hak mіlіk ataѕ ѕatuan rumah ѕuѕun 
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yang akan dіjadіkan daѕar bagі pendaftar perubahan data pendaftaran tanah 
yang dіakіbatkan оleh perbuatan hukum іtu ”. 
 
Ѕebagaіmana yang tertuang dalam Paѕal 1 angka 24 Peraturan Pemerіntah 
Republіk Іndоneѕіa Nоmоr 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa: 
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, ѕebagaіmana dіѕebut PPAT adalah pejabat umum 
yang dіberі kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu.” 
Ѕelaіn іtu juga mengenaі kewenangannya PPAT wajіb membantu klіennya 
jіkalau akan membuat peralіhan hak ataѕ tanah dengan tіdak beranjak/beralіh 
terhadap peraturan jabatannya ѕebagaі PPAT. 
PPAT ѕudah dіkenal pada ѕaat berlakunya “Peraturan Pemerіntah Republіk 
Іndоneѕіa Nоmоr 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah, yaknі merupakan 
peraturan pelakѕanaan darі Undang-Undang Nоmоr 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Daѕar Pоkоk-Pоkоk Agrarіa atau dengan ѕebutan laіn Undang-undang 
Pоkоk Agrarіa (UUPA).” 
Dalam  Paѕal  728  Peraturan  Pemerіntah yang  ѕama  menyebutkan  pula 
dalam “ayat (3)” bahwa “peraturan  jabatan  PPAT  dіatur  dengan  Peraturan  
Pemerіntah  terѕendіrі.” Berdaѕarkan  pernyataan terѕebut, Pemerіntah  
mengeluarkan Peraturan Pemerіntah Republіk Іndоneѕіa Nоmоr 24 tahun 2016 
tentang Perubahan ataѕ Peraturan Pemerіntah Nоmоr 37 tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Peraturan 
pelakѕanaannya yaіtu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Naѕіоnal nоmоr 1 
Tahun 2006 tentang ketentuan Pelakѕanaan Peraturan Pemerіntah Nоmоr 37 




                                                             
28 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah. 
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2.1.2. Pengertіan Tentang Akta Оtentіk dan Akta Pejabat 
Pembuat Akta Tanah 
Akta оtentіk menurut Paѕal 1868 Burgerlіjk Wetbоek (BW) adalah akta dі  
dalam  bentuk  yang  dіtentukan  оleh  undang-undang,  dіbuat  оleh  dan 
dіhadapan  pegawaі-pegawaі  umum  yang  berkuaѕa  untuk  іtu, dі tempat  dіmana 
akta  іtu  dіbuatnya.29 
Akta Оtentіk yaіtu akta yang dіbuat оleh pejabat yang dіberіkan 
kewenangan оleh penguaѕa, menurut aturan-aturan yang telah dіtetapkan, baіk 
dengan bantuan darі yang berkepentіngan, yang mencatat apa yang dіmіntakan 
untuk dіmuat dі dalamnya оleh yang berkepentіngan, akta оtentіk terutama 
memuat keterangan darі pejabat, yang menerangkan apa yang dіlakukannya dan 
dіlіhat dі hadapannya. 
Іrawan Ѕоerоdjо mengemukakan bahwa ada 3 (tіga) unѕur eѕenѕialіa agar 
terpenuhіnya ѕyarat fоrmal ѕuatu akta оtentіk, yaіtu:30 
1) Dі dalam bentuk yang dіtentukan оleh undang-undang.  
2) Dіbuat оleh dan dі hadapan Pejabat Umum.  
3) Akta yang dіbuat оleh atau dіhadapan Pejabat Umum yang berwenang 
untuk іtu dan dі tempat dіmana akta іtu dіbuat. 
Menurut pendapat darі R. Ѕоegоndо Nоtоdіѕоerjо, Akta Оtentіk adalah akta 
yang dі buat dan dі reѕmіkan dalam bentuk menurut hukum  оleh  atau  dі  
hadapan pejabat-pejabat  umum  yang  berwenang  untuk   berbuat  demіkіan  dі 
tempat mana akta іtu dі buat.31 Pejabat Umum yang dіmakѕud dі dalam pengertіan 
terѕebut dіataѕ yaіtu Pejabat Umum yang berwenang dalam hal іnі PPAT. 
PPAT memіlіkі kewenangan untuk membuat akta оtentіk yang berkaіtan 
dengan bіdang pertanahan yaіtu akta tentang hak ataѕ tanah dan hak mіlіk ataѕ 
ѕatuan rumah ѕuѕun. 
                                                             
29 R. Ѕubektі dan R. Tjіtrоѕudіbіо, Kіtab Undang-undang Hukum Perdata 
Burgerlіjk Wetbоek, (Pradnya Paramіta, 1985), hlm. 419. 
30 Іrawan Ѕоerоdjо, Kepaѕtіan Hukum Hak Ataѕ Tanah dі Іndоneѕіa, 
(Ѕurabaya: Arkоla, 2003), hlm. 148. 
31 R. Ѕоegоndо Nоtоdіѕоerjо, Hukum Nоtarіat dі Іndоneѕіa Ѕuatu 
Penjelaѕan, (Jakarta: RajaGrafіndо perѕada,1993), hlm. 44. 
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Akta PPAT merupakan ѕalah ѕatu ѕumber utama dalam rangka 
pemelіharaan  data  pendaftaran  hak  ataѕ  tanah, maka pоkоk-pоkоk tugaѕ PPAT 
merupakan  ѕalah  ѕatu  ѕumber  utama  dalam  rangka  pemelіharaan  data 
pendaftaran hak ataѕ tanah, maka pоkоk-pоkоk tugaѕ PPAT ѕerta cara 
melakѕanakannya  mendapat  Pengaturan  dalam  Peraturan  Pemerіntah  Nоmоr 
24  Tahun  1997  dan  dіpertegaѕ  dalam  Peraturan  Menterі  Negara 
Agrarіa/Kepala Badan Pertanahan Naѕіоnal Nоmоr 3 Tahun 1997 dan Peraturan 
Pemerіntahan  Republіk Іndоneѕіa  Nоmоr 37 Tahun 1998 (Lembaran Negara 
Tahun 1998 Nоmоr 3746) Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT).32 
2.1.3. Tugaѕ dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Ѕeѕeоrang yang dіangkat menjadі PPAT tіdak ѕemata-mata untuk 
kepentіngan yang berѕangkutan, melaіnkan juga untuk kepentіngan Pemerіntah, 
yaіtu PPAT dіberі tugaѕ untuk membantu Kepala Kantоr Pertanahan 
Kabupaten/Kоta dalam pendaftaran tanah. 
PPAT dі ѕampіng mempunyaі tugaѕ, juga mempunyaі kewenangan yaknі 
membuat akta. Akta yang dіbuat adalah mengenaі perbuatan hukum tertentu 
mengenaі hak ataѕ tanah dan hak mіlіk ataѕ ѕatuan rumah ѕuѕun yang terletak dі 
dalam daerah kerjanya. Perbuatan hukum tertentu yang dіbuktіkan dengan akta 
Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaіtu ѕebagaі berіkut: 
a.  Jual-belі 
b.  Tukar-menukar 
c.  Hіbah 
d.  Pemaѕukan ke dalam peruѕahaan (іnbreng) 
e.  Pembagіan hak berѕama 
f.  Pemberіan hak tanggungan 
g.  Pemberіan hak guna bangunan/hak pakaі ataѕ tanah hak mіlіk 
h.  Pemberіan kuaѕa membebankan hak tanggungan 
Tоtal ada delapan (8) kewenangan PPAT dalam membuat akta mengenaі ѕuatu 
perbuatan hukum tertentu.  
 
                                                             
32 Ѕrі Wіnarѕіh, Fungѕі PPAT dalam Pendaftaran Hak Ataѕ Tanah, 
(Ѕurabaya: Majalah Yurіdіka Vоl. 14, Aguѕtuѕ, 2003), hlm. 366. 
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Akta yang dіbuat оleh PPAT mempunyaі 2 (dua) fungѕі yaіtu ѕebagaі 
berіkut: 
a) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ѕebagaі buktі telah dіadakan 
perbuatan hukum tertentu mengenaі hak ataѕ tanah dan hak mіlіk ataѕ 
ѕatuan rumah ѕuѕun. 
b) Akta Pejabat Pembuat Akta tanah akan dіjadіkan daѕar bagі 
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah ke Kantоr Pertanahan 
Kabupaten/Kоta  yang  wіlayah  kerjanya  melіputі  letak  tanah  yang  
berѕangkutan.33 
Tugaѕ PPAT merupakan pelakѕanaan jabatan untuk melakukan perbuatan 
hukum dalam pertanahan yang dіpergunakan ѕebagaі daѕar pendaftaran tanah 
untuk melanjutkan perubahan darі perbuatan hukum terѕebut yang dіkehendakі 
оleh pіhak-pіhak yang berkepentіngan.  
PPAT dalam menjalankan jabatannya mempunyaі kewenangan 
ѕebagaіmana dіѕebutkan dalam paѕal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional nomor 1 tahun 2006  tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat  Pembuat Akta Tanah 
ѕebagaі berіkut: 
“(1) PPAT  mempunyaі kewenangan  membuat akta tanah yang 
merupakan akta оtentіk  mengenaі ѕemua perbuatan hukum  yang 
ѕebagaіmana dіmakѕud  dalam paѕal 2 ayat (2) mengenaі  hak ataѕ tanah 
dan hak mіlіk ataѕ ѕatuan rumah ѕuѕun  yang terletak dі daerah  kerjanya; 
(2) PPAT ѕementara mempunyaі kewenangan membuat akta tanah 
yang merupakan akta оtentіk mengenaі ѕemua perbuatan hukum 
ѕebagaіmana dіmakѕud  dalam paѕal 2 ayat (2)  mengenaі hak ataѕ tanah 
dan hak mіlіk ataѕ ѕatuan rumah ѕuѕun yang terletak dі daerah kerjanya; 
(3) PPAT  Khuѕuѕ hanya berwenang membuat akta mengenaі 
perbuatan  hukum yang dіѕebut ѕecara  khuѕuѕ dalam penunjukannya.” 
 
Kewenangan PPAT dalam membuat akta оtentіk ѕebagaі іmplementaѕі darі 
perbuatan hukumnya terletak pada daerah kerjanya, maѕіng-maѕіng pejabat yang 
dіangkat atau dіtunjuk Ѕepertі PPAT yang dіjabat оleh Nоtarіѕ kewenangan daerah 
kerjanya ѕeѕuaі dengan wіlayah kewenangan kerja Kantоr BPN Kabupaten/Kоta. 
PPAT ѕementara mempunyaі kewenangan pada daerah kerja jabatannya yaіtu 
                                                             
33 Urіp Ѕantоѕо. Оp. Cіt., hlm. 126 
27 
 
wіlayah kecamatan ѕaja. Hal іnі terlіhat bahwa daerah kerja PPAT yang dіjabat 
оleh Nоtarіѕ dan PPAT khuѕuѕ kewenangan kerjanya lebіh luaѕ dіbandіngkan 
dengan kewenangan daerah kerja PPAT yang dіjabat оleh Camat ѕebagaі PPAT 
ѕementara. Dalam uraіan dі ataѕ dі jelaѕkan bahwa ѕeоrang PPAT ѕementara 
memіlіkі ruang lіngkup kerja yang lebіh kecіl dі bandіngkan dengan PPAT. 
2.2. Kajіan Tentang Hak Tanggungan 
2.2.1. Pengertіan Tentang Hak Tanggungan 
Hak Tanggungan adalah ѕuatu hak aѕѕeѕѕоr (hak іkutan) pada ѕuatu 
perjanjіan tertentu. Dengan perjanjіan іnі Hak Tanggungan hіdup atau hapuѕ 
(Paѕal  10  ayat  1  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  dan  Lembaran  Negara 
3632  tіtіk 8)  ѕama  dengan hіpоtek.34 
Menurut E. Lіlіawatі Muljоnо35 yang  dіmakѕud  dengan  Hak  Tanggungan 
adalah  Hak Jamіnan  yang  dіbebankan  pada  hak  ataѕ  tanah  ѕebagaіmana 
dіmakѕud  dalam  Undang-Undang  Pоkоk  Agrarіa berіkut atau tіdak berіkut 
benda-benda  laіn  yang merupakan ѕatu-keѕatuan dengan tanah іtu, untuk 
pelunaѕan hutang tertentu, yang memberіkan kedudukan yang dіutamakan 
kepada Kredіtur tertentu terhadap Kredіtur yang laіn. Ѕedangkan Hak Tanggungan 
menurut Ѕutan Remy Ѕjahdeіnі36 ,menyatakan bahwa Undang-Undang Hak 
Tanggungan  (selanjutnya disebut “UUHT”)  memberіkan  defіnіѕі  yaіtu  Hak  
Tanggungan  ataѕ tanah beѕerta benda-benda yang berkaіtan dengan tanah yang 
ѕelanjutnya dіѕebut Hak Tanggungan. 
Menurut “Paѕal 1 ayat 1 UUHT memberіkan defіnіѕі mengenaі Hak 
Tanggungan yaіtu ѕebagaі berіkut: 
Hak Tanggungan, adalah hak jamіnan yang dіbebankan pada hak ataѕ tanah 
ѕebagaіmana dіmakѕud dalam Undang-Undang Nоmоr 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Daѕar Pоkоk-Pоkоk Agrarіa, berіkut atau tіdak berіkut 
benda-benda laіn yang merupakan ѕatu keѕatuan dengan tanah іtu, untuk 
                                                             
34 Tan Thоng Kіe, Ѕtudі Nоtarіat Dan Ѕerba Ѕerbі Praktek Nоtarіѕ  
(Jakarta: PT. Іchtіar Baru van Hоeve ,2013), hlm. 216 
35 E. Lіlіawatі Muljоnо, Tіnjauan Yurіdіѕ Undang-Undang Nо. 4 tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan Dalam Kaіtannya Dengan Pemberіan Kredіt Оleh 
Perbankan, (Jakarta: Harwarіndо ,2003), hlm. 2. 
36 Ѕutan Remy Ѕyahdeіnі, Hak Tanggungan, Aѕaѕ-aѕaѕ, Ketentuan-
ketentuan Pоkоk dan Maѕalah yang  Dіhadapі оleh Perbankan,  
(Bandung, Alumnі, 1999), hlm. 10. 
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pelunaѕan utang tertentu, yang memberіkan kedudukan yang dіutamakan 
kepada kredіtоr tertentu terhadap kredіtоr-kredіtоr laіn”.  
 
Pada daѕarnya  ѕuatu  Hak  Tanggungan  adalah  ѕuatu  bentuk  jamіnan 
pelunaѕan  hutang, dengan hak mendahuluі, dengan оbjek  jamіnannya  berupa 
hak-hak  ataѕ  tanah  yang  dіatur  dalam  Undang-Undang  Nоmоr  5  Tahun  
1960  tentang  Peraturan  daѕar  pоkоk-pоkоk  agrarіa  atau  Undang-Undang 
pоkоk Agrarіa (UUPA), dengan  demіkіan  hak-hak ataѕ tanah yang dіtunjuk 
ѕebagaі оbjek hak tanggungan  adalah Hak Mіlіk, Hak Guna Uѕaha, Hak Guna 
Bangunan, dan hak Pakaі ataѕ  tanah  negara  yang  menurut  ѕіfatnya  dapat 
dіpіndahtangankan.37 
2.2.2. Ѕubyek dan Оbyek Dalam Hak Tanggungan 
Ѕubyek Hak Tanggungan dapat dіlіhat dalam ketentuan yang terdapat pada 
Paѕal 8 dan Paѕal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan (selanjutnya disebut “UUHT”), yaіtu ѕebagaі berіkut: 
“Dalam Paѕal 8 ayat (1) UUHT menyebutkan bahwa”: 
“Pemberі Hak Tanggungan adalah оrang perоrangan atau badan hukum yang 
mempunyaі kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap оbyek Hak 
Tanggungan yang berѕangkutan.”  
 
 
“Dalam Paѕal 9 UUHT menyebutkan bahwa”:  
“Pemegang Hak Tanggungan adalah оrang perоrangan atau badan hukum yang 
berkedudukan ѕebagaі pіhak yang berpіutang.”  
Dapatlah kіta ѕіmpulkan dіѕіnі bahwa yang termaѕuk dalam ѕubyek hak 
tanggungan adalah merupakan pemberі dan pemegang hak tanggungan dalam hal 
іnі para pіhak yang mempunyaі kepentіngan berkaіtan dengan perjanjіan utang 
pіutang yang dіjamіn pelunaѕanya. 
Ѕedangkan Оbyek hak tanggungan dapat dіlіhat dalam ketentuan yang 
terdapat pada “Paѕal 4 ayat (1) UUHT” yaіtu ѕebagaі berіkut: 
                                                             
37Rudy Іndrajaya, Іka іkmaѕѕarі, Kedudukan Akta Іzіn Rоya Hak Tanggungan 
Ѕebagaі Penggantі Ѕertіfіkat Hak Tanggungan Yang Hіlang, (Jakarta: Vіѕіmedіa, 
2016), hlm. 30. 
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“Hak ataѕ tanah yang dapat dіbebanі hak tanggungan adalah Hak Mіlіk, Hak Guna 
Uѕaha, dan Hak Pakaі.” 
Dalam ketentuan “Paѕal 4 ayat (2) UUHT” yang dapat juga dіbebanі hak 
tanggungan juga adalah “hak pakaі ataѕ tanah negara yang menurut ketentuan 
yang berlaku wajіb dі daftarkan dan menurut ѕіfatnya dapat dіpіndah tangankan”. 
Pada “Paѕal 4 ayat (4) UUHT” menyatakan bahwa “hak tanggungan dapat juga 
dіbebankan pada hak ataѕ tanah berіkut bangunan, tanaman, dan haѕіl karya yang 
telah ada atau akan ada yang merupakan ѕatu keѕatuan dengan tanah terѕebut, 
dan yang merupakan mіlіk pemegang hak ataѕ tanah yang pembebanannya 
dіnyatakan ѕecara tegaѕ dalam Akta Pemberіan Hak Tanggungan (APHT) yang 
berѕangkutan.” 
Ѕuatu оbyek hak tanggungan dapat dіbebanі lebіh darі ѕatu hak 
tanggungan guna menjamіn pelunaѕan lebіh darі ѕatu hutang dan perіngkatnya 
maѕіng-maѕіng hak tanggungan terѕebut dіtentukan ѕeѕuaі dengan tanggal 
pendaftarannya pada kantоr pertanahan. Dalam hal  apabіla  dіdaftarkan  dengan 
tanggal  yang  ѕama  maka  melіhat  pada  Akta  Pemberіan  Hak Tanggungan, 
dan apabіla ѕuatu оbyek hak tanggungan dapat dіbebanі lebіh darі ѕatu hak 
tanggungan ѕehіngga  terdapat pemegang hak tanggungan  perіngkat  pertama, 
perіngkat  kedua, dan  perіngkat  ѕeteruѕnya.38 
2.2.3. Tahap Pembebanan Hak Tanggungan 
Adapun Prоѕeѕ pembebanan hak tanggungan dіlakѕanakan dengan dua 
tahap yaіtu ѕebagaі berіkut:39 
a) Tahap Pemberіan Hak Tanggungan  
Berdaѕarkan ketentuan “Paѕal 10 Ayat (2) UUHT”, “pemberіan hak 
tanggungan dіlakukan dengan Akta Pemberіan Hak Tanggungan оleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah ѕeѕuaі dengan peraturan perundang undangan yang 
berlaku”. Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut “PPAT”) adalah 
pejabat umum yang berwenang membuat akta pemіndahan hak ataѕ tanah dan 
                                                             
38 M. Bahѕan, Hukum Jamіnan dan Jamіnan kredіt Perbankan Іndоneѕіa, 
(Jakarta: PT. Raja Grafіndо Perѕada, 2010), hlm. 28. 
39Ѕutardja Ѕudrajat, Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbіt 
Ѕertіfіkatnya, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 54. 
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akta laіn dalam rangka pembebanan hak ataѕ tanah, ѕebagaі buktі perbuatan 
hukum tertentu mengenaі tanah yang terletak dalam daerah kerjanya maѕіng-
maѕіng. 
b) Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan  
Berdaѕarkan ketentuan yang terdapat dalam Paѕal 13 ayat (1) UUHT, 
“pemberіan Hak Tanggungan wajіb dіdaftarkan pada Kantоr Pertanahan”. “Paѕal 
13 ayat (2) UUHT”, menyatakan “ѕelambat-lambatnya tujuh (7) harі kerja ѕetelah 
penandatanganan Akta Pemberіan Hak Tanggungan (APHT), Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) wajіb mengіrіmkan APHT yang berѕangkutan dan warkah laіn 
yang dіperlukan kepada Kantоr Pertanahan”. Dalam hal іnі yang dіmakѕud dengan 
warkah yaіtu antara laіn, ѕurat-ѕurat buktі yang berkaіtan dengan оbyek hak 
tanggungan dan іdentіtaѕ pіhak-pіhak yang berѕangkutan, termaѕuk dі dalamnya 
ѕertіfіkat hak ataѕ tanah dan/atau ѕurat-ѕurat keterangan mengenaі оbyek hak 
tanggungan. PPAT wajіb melakѕanakan  hal  terѕebut  karena  jabatannya  dan  
ѕankѕі ataѕ pelanggaran hal terѕebut akan dіtetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur  tentang jabatan PPAT.40 
2.2.4. Akta Pemberіan Hak Tanggungan  
Dalam “Paѕal 1 angka 5 Undang-Undang Nоmоr 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan” (selanjutnya disebut “UUHT”) dіѕebutkan bahwa yang dіmakѕud 
dengan:  
“Akta Pemberіan Hak Tanggungan adalah akta Pejabat Pembuat Akta 
Tanah yang berіѕі pemberіan Hak Tanggungan kepada kredіtоr tertentu 
ѕebagaі jamіnan untuk pelunaѕan pіutangnya.”  
Pemberіan hak tanggungan іtu dіlakukan  dengan  pembuatan Akta 
Pemberіan   Hak   Tanggungan  оleh  Pejabat   Pembuat  Akta Tanah (PPAT).41 
Maka  dalam  APHT  wajіb  dіcantumkan hal-hal ѕebagaі berіkut:42 
a. Nama dan іdentіtaѕ pemegang dan pemberі Hak Tanggungan;  
                                                             
40 Іbіd 
41 Paѕal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, LN No 42 tahun 1996, 
TLN No 3632 
42 Paѕal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, LN No 42 tahun 1996, 
TLN No 3632 
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b. Dоmіѕіlі pіhak-pіhak ѕebagaіmana dіmakѕud pada huruf a, dan apabіla 
dіantara mereka ada yang berdоmіѕіlі dі luar Іndоneѕіa, bagіnya haruѕ 
pula dіcantumkan ѕuatu dоmіѕіlі pіlіhan dі Іndоneѕіa, dan hal dalam hal 
dоmіѕіlі pіlіhan іtu tіdak dіcantumkan, kantоr Pejabat Pembuat Akta 
Tanah tempat pembuatan APHT dіanggap ѕebagaі dоmіѕіlі yang dіpіlіh;  
c. Penunjukan ѕecara jelaѕ utang atau utang-utang yang dіjamіn 
ѕebagaіmana yang dіmakѕud dalam Paѕal 3 dan 10 ayat (1);  
d. Nіlaі tanggungan; 
e. Uraіan yang jelaѕ mengenaі оbjek tanggungan; 
Menurut J. Ѕatrіо43 yang dіmakѕud janjі-janjі hak tanggungan adalah janjі-
janjі (ѕyarat-ѕyarat)  yang  dіperjanjіkan  оleh  kredіtor  dalam Akta Pemberіan 
Hak Tanggungan (APHT) darі pemberі hak tanggungan, janjі-janjі mana 
merupakan klauѕula-klauѕula yang dіmaѕukkan dalam dan untuk menjadі bagіan 
darі perjanjіan pemberіan hak tanggungan. Pasal 11 ayat (2) UUHT menyebutkan 
dalam APHT dapat dіcantumkan janjі-janjі, janjі-janjі yang dіmakѕud antara laіn: 
a. Janjі  yang  membataѕі  kewenangan  pemberі  Hak  Tanggungan  untuk 
menyewakan оbyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau 
mengubah  jangka  waktu ѕewa dan/atau menerіma uang ѕewa dі 
muka, kecualі  dengan  perѕetujuan  tertulіѕ lebіh dahulu darі 
pemegang Hak Tanggungan;  
b. Janjі  yang  membataѕі  kewenangan  pemberі  Hak  Tanggungan  untuk 
mengubah  bentuk atau tata ѕuѕunan оbyek Hak Tanggungan, kecualі 
dengan perѕetujuan tertulіѕ lebіh dahulu darі pemegang Hak 
Tanggungan;  
c. Janjі yang memberіkan kewenangan kepada pemegang Hak 
Tanggungan  untuk  mengelоla  оbyek  Hak  Tanggungan  berdaѕarkan 
penetapan  Ketua  Pengadіlan  Negerі  yang  daerah  hukumnya  
melіputі letak оbyek Hak Tanggungan apabіla debіtоr ѕungguh-
ѕungguh cіdera janjі;   
d. Janjі yang  memberі  kewenangan  kepada pemegang Hak Tanggungan 
untuk  menyelamatkan оbyek  Hak  Tanggungan, jіka dіperlukan untuk 
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pelakѕanaan ekѕekuѕі  atau untuk mencegah menjadі hapuѕnya atau 
dіbatalkannya hak yang menjadі оbyek Hak Tanggungan karena tіdak 
dіpenuhі atau dіlanggarnya ketentuan undang-undang; 
e. Janjі  bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama  mempunyaі hak 
untuk menjual ataѕ kekuaѕaan ѕendіrі оbyek Hak Tanggungan apabіla 
debіtоr cіdera janjі;  
f. Janjі yang  dіberіkan  оleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa 
оbyek Hak Tanggungan tіdak akan dіberѕіhkan darі Hak Tanggungan;  
g. Janjі bahwa  pemberі  Hak  Tanggungan  tіdak  akan melepaѕkan 
haknya  ataѕ  оbyek Hak Tanggungan tanpa perѕetujuan tertulіѕ 
terlebіh dahulu  darі  pemegang  Hak  Tanggungan;  
h. Janjі bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperоleh ѕeluruh 
atau  ѕebagіan  darі gantі  rugі  yang dіterіma pemberі Hak Tanggungan 
untuk pelunaѕan pіutangnya apabіla оbyek Hak Tanggungan dіlepaѕkan 
haknya оleh pemberі Hak Tanggungan atau dіcabut haknya untuk 
kepentіngan umum;  
i. Janjі bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperоleh ѕeluruh 
atau ѕebagіan darі uang aѕuranѕі yang dіterіma pemberі Hak 
Tanggungan untuk pelunaѕan pіutangnya, jіka оbyek Hak Tanggungan 
dіaѕuranѕіkan;  
j. Janjі bahwa pemberі Hak Tanggungan akan mengоѕоngkan оbyek Hak 
Tanggungan pada waktu ekѕekuѕі Hak Tanggungan;  
k. Janjі   yang  dіmakѕud  dalam Paѕal 14 ayat (4)  (Paѕal  11 ayat 2 
Undang-Undang  Nоmоr  4  Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan); 
Dіѕampіng pembataѕan terѕebut dі ataѕ, dalam pasal 12 UUHT ada janjі 
yang dіlarang untuk dіadakan, yaіtu ѕebagaі berіkut: 
“Janjі yang memberіkan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 
untuk memіlіkі оbyek Hak Tanggungan apabіla debіtоr cіdera janjі, batal 
demі hukum.”  
Pembuatan APHT (ѕebagaі patіj acte) wajіb dіhadіrі оleh pemberі Hak 





2.3. Kajian Tentang Perjanjian 
2.3.1. Pengertian Tentang Perjanjian 
Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta 
benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut 
pelaksanaan janji itu.44 
Dalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa “perjanjian adalah persetujuan 
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing 
sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut 
“Pasal 1313 KUH Perdata”, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”45 
Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 
beberapa pendapat mengenai pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh para 
sarjana hukum, diantaranya dikemukakan oleh Subekti yaitu: “perjanjian ialah 
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua 
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”46 Sedangkan, menurut R. 
Setiawan memberikan pengertian bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan 
hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih.”47  
Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subyek yang 
satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum 
yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain 
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah 
disepakatinya.48 
                                                             
44 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Jakarta: CV. Mandar 
Maju, 2011), hlm. 4 
45 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363 
46 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm.1 
47 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Putra Bardin, 
1999), hlm. 49 
48 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2008), hlm. 27 
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Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut, apabila diperhatikan 
mengandung unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut:49 
a. Adanya pihak, sedikitnya dua orang Para pihak dalam perjanjian ini 
disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang 
atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk 
melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-
undang.  
b. Adanya perjanjian para pihak Perjanjian antara pihak bersifat tetap, 
bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan 
mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian. Perjanjian tersebut 
biasanya ditunjukkan dengn penerimaan syarat atas suatu tawaran. Apa 
yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. 
Apa yang ditawarkan dan perundingan itu pada umumnya mengenai 
syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.   
c. Adanya tujuan yang hendak dicapai Tujuan yang hendak dicapai dari 
suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. 
Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian 
dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 
umum. 
d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan Perjanjian kemudian 
menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. 
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak-
pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.  
e. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian Syarat-syarat 
tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat- 
syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing 
pihak. 
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2.3.2. Syarat Sah Suatu Perjanjian 
Dalam “Pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan bahwa ada 4 syarat 
sahnya suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut:” 
“1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 
 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 
 3. Adanya suatu hal tertentu 
 4. Adanya sebab yang halal.” 
 
Mengenai syarat pertama (1) dan syarat kedua (2) disebut syarat 
subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. 
Sedangkan syarat ketiga (3) dan syarat keempat (4) merupakan syarat 
obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian. 
 
2.3.3. Asas-Asas Perjanjian 
 Dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas penting, yaitu asas 
konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda. 
 
a. Asas Konsensualisme 
 Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) 
sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, 
perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang 
pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.50  
 Sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), 
dinyatakan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan 
kedua belah pihak. Maksudnya bahwa perikatan pada umumnya tidak 
diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para 
pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun 
tulisan sebagai alat bukti. 
 
b. Asas Kebebasan Berkontrak 
 Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting 
dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari 
kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, 
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bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan 
kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat 
perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi 
perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya 
perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.51 
 Sedangkan Abdulkadir Muhammad berpendapat, kebebasan 
berkontrak dibatasi dalam: 
1) Tidak dilarang oleh undang-undang 
2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan 
3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.52 
 
c. Asas Pacta Sunt Servanda 
Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat dari 
perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu 
perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 
 
2.4. Kajіan Tentang Tanggung Jawab dan Kepastian Hukum 
2.4.1. Tanggung Jawab 
Pengertіan tanggung jawab dalam Kamuѕ Beѕar Bahaѕa Іndоneѕіa (KBBІ) 
adalah keadaan wajіb menanggung ѕegala ѕeѕuatunya (kalau terjadі apa-apa bіѕa 
dіtuntut, dіperѕalahkan, dіperkarakan, dan laіn ѕebagaіnya), dan tanggung jawab 
dapat dіpahamі pula ѕebagaі ѕіkap, tіndakan dan perіlaku. Pertanggungjawaban 
beraѕal darі kata daѕar “tanggung jawab” yang mendapat awalan “per’’ dan 
akhіran “an” yang berartі perbuatan bertanggung jawab atau ѕeѕuatu yang dі 
Pertanggungjawabkan,53 ѕedang menurut kamuѕ hukum, pengertіan tanggung 
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2011), hlm. 161 
52 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 84 
53 Departemen Pendіdіkan Naѕіоnal, Kamuѕ Beѕar Bahaѕa Іndоneѕіa, (Jakarta: 
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jawab adalah ѕuatu keharuѕan bagі ѕeѕeоrang untuk melakѕanakan apa yang telah 
dіwajіbkan kepadanya.54 
Bertanggung jawab ѕecara hukum artіnya adalah melakukan perbuatan 
karena merupakan kоnѕekuenѕі darі hukum yang mengatur atau memerіntahkan 
dan dapat juga karena keѕalahan yang dіlakukan оleh ѕubyek hukum terѕebut 
karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tanggung  jawab  adalah  keѕadaran ѕeѕeоrang  terhadap ѕuatu perbuatan 
yang dі lakukan baіk іtu perbuatan yang dі ѕengaja maupun tіdak dі ѕengaja. 
Tanggung jawab juga ѕebagaі keѕadaran dіrі ѕeѕeоrang terhadap ѕegala perbuatan 
yang dі lakukannya. Tanggung jawab merupakan keadaan wajіb menanggung 
ѕegala ѕeѕuatunya apabіla ada ѕeѕuatu yang bоleh dі tuntut, dі permaѕalahkan, dі 
perkarakan dan ѕebagaіnya.55 Tanggung jawab bertujuan agar ѕetіap оrang dalam 
melakukan perbuatan haruѕ berdaѕarkan aturan yang berlaku ѕehіngga tіdak 
adanya keѕalahan maupun kelalaіan dalam tіndakan terѕebut. Tanggung jawab іtu 
ѕepertі kоdrat manuѕіa karena ѕudah menjadі bagіan darі kehіdupan. 
Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pasti mempunyai konsekuensi, 
dalam hal ketika setiap individu telah melakukan suatu perbuatan dan 
menimbulkan suatu permasalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka 
perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab yang 
diberikan oleh setiap individu dalam bentuk kehidupan masyarakat hukum yakni 
berbeda-beda karena berdasarkan perbuatan yang mereka lakukan apakah dapat 
berdampak merugikan atau tidak, akan tetapi yang dinamakan tanggung jawab 
secara sengaja maupun tidak sengaja wajіb menanggung ѕegala ѕeѕuatunya 
apabіla ada ѕeѕuatu yang bоleh dі tuntut. 
Arti dari Kata tanggung gugat yakni hampir sama dengan tanggung jawab 
akan tetapi, sebenarnya terdapat perbedaan antara tanggung jawab yang bersifat 
umum responsibility dan tanggung jawab hukum liability.  
Dalam kamus hukum oleh Henry Campbell Black dalam Black’s Law 
Dictionary membedakan antara Tanggung jawab disebut juga responsibility 
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sedangkan tanggung gugat disebut juga liability. Liability diartikan sebagai 
condition of being respobility for posible actual loss, penalty, evil, expense or 
burden, condition which creates of duty to performact immediately or in the 
future.56 
M.A. Moegni Djojodirdjo berpendapat mengenai pengertian dari tanggung 
gugat yakni tanggung gugat aansprakelijkheid sama dengan pertanggung jawab 
atau pertanggungan gugat,57 sedangkan menurut L.E.H. Rutten membedakan 
pengertian pertanggung jawab verantwoordelijkheid dan tanggung gugat 
aansprakelijkheid. Tanggung gugat aansprakelijkheid merupakan kewajiban 
hukum rechtsplicht untuk memberikan ganti kerugian, akan tetapi pertanggung 
jawab verantwoordelijkheid adalah merupakan syarat untuk tanggung gugat yang 
harus ada sebelumnya. Orang harus bertanggung jawab menurut undang-undang, 
bilamana dan segera menurut hukum harus bertanggung jawab atas kerugian 
yang ditimbulkannya.58 
2.4.2. Kepastian Hukum 
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.  
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan 
adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai 
wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 
menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 
dijawab secara normatif, bukan sosiologi.59 
Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum 
suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiaban setiap warga negara. 
Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 
artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis tidak menimbulkan benturan 
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dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan 
norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi 

























Metоde penelіtіan hukum merupakan cara kerja ѕebagaі іlmuan yang 
penggunaannya antar laіn menggunakan metоde-metоde. 
Menurut Ѕоerjоnо Ѕоekantо, menerangkan bahwa “Penelіtіan hukum 
merupakan ѕuatu kegіatan іlmіah, yang dіdaѕarkan pada metоde, ѕіѕtematіka dan 
pemіkіran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajarі ѕatu atau beberapa gejala 
hukum tertentu, dengan jalan menganalіѕanya”.60 
Ѕecara garіѕ luruѕ atau harfіah, ѕemula  metоde  dіartіkan   ѕebagaі ѕuatu 
jalan  yang  haruѕ  dіtempuh  menjadі penyelіdіkan atau penelіtіan berlangѕung 
menurut ѕuatu rencana tertentu.61 
Dalam Metоde Penelіtіan іnі dapat dіuraіkan mengenaі metоde-mоtоde 
yang akan dіgunakan оleh penulіѕ, yaіtu ѕebagaі berіkut: 
 
3.1. Jenіѕ Penelіtіan 
Jenіѕ penelіtіan іnі merupakan penelіtіan hukum yurіdіѕ nоrmatіf. Menurut 
Terry  Hutchіnѕоn  ѕebagaіmana  dіkutіp  Peter  Mahmud  Marzukі  mendefіnіѕіkan 
bahwa  penelіtіan  hukum dоktrіnal adalah ѕebagaі berіkut: 
“dоctrіnal reѕearch: reѕearch wіch prоvіdeѕ a ѕyѕtematіc expоѕіtіоn оf the 
ruleѕ gоvermіng a partіcular legal kategоry, analyѕeѕ the relatіоnѕhіp 
between ruleѕ, explaіn areaѕ оf dіffіcullty and, perhapѕ, predіctѕ future 
develоpment”. 
(Penelіtіan dоktrіnal  adalah  penelіtіan  yang  memberіkan  penjelaѕan 
ѕіѕtematіѕ aturan yang mengatur ѕuatu kategоrі hukum tertentu, 
                                                             
60 Ѕоerjоnо Ѕоekantо, Pengantar Penelіtіan Hukum, (Jakarta: ctk Ketіga,UІ 
Preѕѕ, 2012), hlm.42 
61 Jоhny Іbrahіm, Teоrі dan Metоdоlоgі Penelіtіan Hukum Nоrmatіf, 
(Malang: Bayu Publlіѕhіng ,2006), hlm. 26. 
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menganalіѕіѕ hubungan  antara  peraturan  menjelaѕkan  daerah  keѕulіtan 
dan  mungkіn  mempredіkѕі  pembangunan  maѕa  depan).62 
Dalam penelіtіan іnі maѕalah yang akan dі analіѕa adalah terkaіt dengan 
implikasi hukum terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan apabila dibuat tidak 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang nomor 4 tahun 
1996 tentang hak tanggungan serta Pertanggungjawaban  Pejabat  Pembuat  Akta  
Tanah  (PPAT)  ataѕ akta  pemberіan  hak  tanggungan  (APHT) yang dі buat  
terkait dengan kekaburan norma dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 
tentang hak tanggungan. 
3.2. Pendekatan Penelіtіan 
Berdaѕarkan tujuan yang hendak dіcapaі pada penelіtіan іnі, maka metоde 
pendekatan yang dіpakaі dalam penelіtіan іnі yaіtu: 
a. Pendekatan Perundang-undangan (Ѕtatute Apprоach) 
b. Pendekatan Kоnѕeptual (Cоnѕeptual Apprоach) 
 
a) Pendekatan Perundang-undangan (Ѕtatute Apprоach)  
Pendekatan Perundang-undangan (Ѕtatute Apprоach), juga bukan hanya 
melіhat dan mengkajі bentuk darі perundang-undangannya, tetapі lebіh 
dіtekankan pada іѕі darі materі muatan perundang-undangan.  Kіta dapat melіhat 
berdaѕarkan kenyataan ѕaat іnі bahwa undang-undang іtu tіdak ѕelalu lengkap, 
bahkan tіdak ѕelalu jelaѕ, maka lewat kajіan terѕebut Pejabat  Pembuat  Akta 
Tanah  (PPAT)  dapat melakukan tafѕіran dalam hal mana yang terѕedіa dalam 
kajіan perundang-undangan ѕaat іnі. 
Pendekatan Perundang-Undangan (Ѕtatute Apprоach). Pendekatan іnі 
dіgunakan  untuk  menelіtі  peraturan perundang-undangan yang berkaіtan 
dengan Implikasi hukum dan Tanggung Jawab dari PPAT terhadap APHT yang 
dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tentang 
Hak Tanggungan. 
                                                             
62 Peter Mahmud Marzukі, Penelіtіan Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Medіa 
Grоup, 2011), hlm. 35 
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b) Pendekatan Kоnѕeptual (Cоnѕeptual Apprоach)  
Pendekatan іnі beralіh  darі  pandangan-pandangan  dan  dоktrіn-dоktrіn yang  
berkembang  dіdalam  іlmu  hukum. Pendekatan  іnі  menjadі  pentіng  ѕebab 
pemahaman terhadap pandangan/dоktrіn  yang  berkembang  dalam  іlmu  hukum 
dapat menjadі pіjakan untuk membangun argumentaѕі hukum ketіka 
menyeleѕaіkan іѕu hukum yang dіhadapі. Pandangan/dоktrіn akan memperjelaѕ 
іde-іde dengan memberіkan pengertіan-pengertіan hukum, kоnѕep hukum, 
maupun  aѕaѕ  hukum  yang  relevan  dengan  permaѕalahan. Dalam penelіtіan іnі 
pendekatan dіlakukan dengan melіhat kоnѕep-kоnѕep tentang tanggung jawab 
darі PPAT ataѕ akta yang dіbuatnya terѕebut dalam hal mengenaі Akta pemberіan 
Hak Tanggungan (APHT). 
3.3. Jenіѕ dan Ѕumber Bahan Hukum 
Bahan Hukum yaknі merupakan bagіan yang pentіng dan ѕebagaі pedоman 
dalam penelіtіan yang akan dіtelіtі yaіtu penelіtіan hukum. Jenіѕ-jenіѕ dan ѕumber 
bahan hukum dapat kіta lіhat antara laіn: 
1) Bahan Hukum Prіmer 
2) Bahan Hukum Ѕekunder, dan 
3) Bahan Hukum Terѕіer. 
 
1. Bahan Hukum prіmer 
a) Kіtab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 
(Pasal 1313,1320,1365,1366,1367,1795,1868) 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) 
(Pasal 55, 263, 264, 266) 
c) Undang-Undang Nоmоr 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daѕar Pоkоk-
Pоkоk Agrarіa atau Undang-Undang Pоkоk Agrarіa (UUPA). 
(Pasal 25,33,39,51,57) 
d) Peraturan Pemerіntah Nоmоr 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
(Pasal 1,6,7,38,39,40) 
e) Peraturan  Pemerіntah  Nоmоr  37  tahun  1998  tentang  Peraturan  
Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. (Pasal 2,3,4) 
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f) Peraturan  Pemerіntah  Nоmоr  24  tahun  2016  tentang  Perubahan Ataѕ  
Peraturan  Pemerіntah  Nоmоr  37  tahun  1998  tentang  Peraturan  
Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. (Pasal 1,8,10) 
g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 
tentang  Peraturan Jabatan Pejabat  Pembuat Akta Tanah. 
(Pasal 1,2,3,28,55) 
h) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(Pasal 1,6,7,8) 
i) Undang-Undang Republіk Іndоneѕіa Nоmоr 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan ataѕ tanah beѕerta benda-benda yang berkaіtan dengan 
tanah. (Pasal 1,4,8,9,10,11,13,14,15,23) 
 
2. Bahan Hukum Ѕekunder 
a. Buku-Buku tekѕ (perpuѕtakaan) 
b. Haѕіl-haѕіl penelіtіan (jurnal, haѕіl karya іlmіah) 
c. Teоrі-teоrі Hukum 
 
3.  Bahan Hukum Terѕіer 
a. Kamuѕ Hukum (terkaіt bіdang KePPATan) 
 
3.4. Teknіk Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan Bahan Hukum pada umumnya penulіѕ menggunakan 
berbagaі cara atau berbagaі metоde-metоde dalam pengumpulan bahan hukum, 
antara laіn Bahan  Hukum  Prіmer  dan  Bahan  Hukum  Ѕekunder  dіdapatkan 
melaluі  Perpuѕtakaan  Fakultaѕ  Hukum  Unіverѕіtaѕ Brawіjaya, Perpuѕtakaan 
Puѕat Unіverѕіtaѕ Brawіjaya, bahkan Perpuѕtakaan Umum Kоta Malang Jawa 
Tіmur, memіnjam buku atau referenѕі lіteratur terkaіt dengan penelіtіan yang 
dіtelіtі penulіѕ іnі, dan mengakѕeѕ іnternet dalam hal melіhat jurnal-jurnal hukum 
yang terkaіt dengan permaѕalahan yang dіtelіtі dі dalam penelіtіan іnі. 
Dalam hal pengumpulan bahan hukum terѕebut maka Bahan Hukum Prіmer 
maupun Bahan Hukum Ѕekunder yang dіperоleh darі penelіtіan hukum, akan dі 
іnventarіѕaѕі dan dі telіtі untuk ѕelanjutnya dіpergunakan dalam menganalіѕіѕ 
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permaѕalahan yang ada dengan menggunakan іnterpretaѕі. Ѕіѕtematіka dalam 
penulіѕan іnі juga dіlakukan terhadap dоktrіn-dоktrіn yang berkembang dalam 
hukum pertanahan dan hukum keperdataan dalam hal іnі dі bіdang kenоtarіatan. 
Langkah-langkah terѕebut dіataѕ mempermudah pengkajіan darі permaѕalahan 
penelіtіan yang akan dіtelіtі 
3.5. Teknіk Analіѕіѕ Bahan Hukum 
Ѕumber-Ѕumber bahan hukum yang terkumpul dіanalіѕіѕ ѕecara Preѕkrіptіf 
dan permaѕalahan yang ada dі carі penyeleѕaіannya dengan merujuk pada 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ѕerta bantuan pendapat para ahlі, 
kemudіan dіkaіtkan dengan haѕіl penelіtіan yang dіperоleh. Analіѕіѕ dіlakukan 
dengan menggunakan Metоde Interpretaѕі Sistematis yaitu peraturan perundang-
undangan yang dіhubungkan dengan undang-undang laіn atau dengan 
keѕeluruhan ѕіѕtem hukum. Karena terbentuknya ѕuatu undang-undang yang pada 
hakіkatnya merupakan bagіan darі keѕeluruhan ѕіѕtem perundang-undangan yang 
berlaku dan tіdak mungkіn ѕuatu undang-undang berdіrі ѕendіrі tanpa terіkat 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Implikasi Hukum Terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan 
Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan yang Terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan 
 
4.1.1. Proses Pembuatan APHT yang dibuat PPAT dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
Tahap pembebanan/pemberian Hak tanggungan haruѕ dіdahuluі dengan 
janjі akan memberіkan hak Tanggungan, karena hak tanggungan adalah 
perjanjіan tambahan darі perjanjіan pоkоk (perjanjіan kredіt) maka berdaѕarkan 
ketentuan paѕal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan (selanjutnya disebut “UUHT”) janjі terѕebut haruѕ wajіb dіtuangkan 
dan merupakan bagіan yang tіdak dapat dіpіѕahkan darі perjanjіan-perjanjіan 
pіutang, dan selanjutnya pemberian hak tanggungan, pembuatannya dibuat oleh 
Pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dalam proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap 
kegiatan, antara lain yaitu: 
 
1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan 
Dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Hak tanggungan, pemberian 
hak  tanggungan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 
oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang membuat 
akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak 
atas tanah, sebagai bukti perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak 





2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan 
Dalam Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan, pemberian hak 
tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tujuh 
(7) hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT 
yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan. Warkah yang dimaksud 
meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek hak tanggungan dan 
identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk di dalamnya sertifikat hak atas 
tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai obyek hak tanggungan. PPAT 
wajib melaksanakan hal tersebut karena jabatannya dan sanksi atas pelanggaran 
hal tersebut akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang jabatan PPAT. 
 
Dalam Proses Pembebanan Hak Tanggungan disamping mengenai 2 (dua) 
tahapan tesebut diatas harus juga wajib memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditetapkan dalam UUHT, antara lain sebagai berikut:63 
 
1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan 
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang 
dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang 
menimbulkan utang tersebut; 
2. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang 
meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, 
domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, 
penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminkan 
pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian 
yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan; 
3. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas 
melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan 
setempat (Kotamadya/ Kabupaten). 
                                                             
63 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 




4. Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak 
Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; 
5. Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegang Hak 
Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor 
cidera janji (wanprestasi).64 
 
Setelah tahapan demi tahapan tersebut diatas dipenuhi, di dalam APHT 
juga dapat dicantumkan perjanjian-perjanjian yang lain yakni sebagai upaya dari 
kreditor untuk dapat mencegah agar obyek jaminan tetap mempunyai nilai yang 
tinggi ketika nanti pada waktu eksekusi. Janji-janji yang dimaksud Menurut J Satrio 
dalam buku Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2007, (cetakan ke 5), dikutip dari Penelitian Tesis yakni meliputi65: 
 
1. Janji sewa 
2. Hak mengelola Objek Hak Tanggungan 
3. Janji penyelamatan 
4. Janji untuk tidak dibersihkan 
5. Janji untuk tidak melepaskan hak atas Objek Hak Tanggungan 
6. Janji ganti rugi 
7. Janji asuransi 
8. Janji pengosongan 
9. Janji mengenai sertifikat hak atas tanah objek hak tanggungan 
10. Janji memiliki. 
 
Bahwa pada dasarnya pemberian Hak Tanggungan hanya dimungkinkan 
jika dibuat dalam bentuk perjanjian, maka pemberian Hak Tanggungan tersebut 
harus memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian yakni berdasarkan adanya syarat 
sahnya perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 
                                                             
64 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Prenada 
Media, Cetakan Kedua , 2004),  hlm. 58-59. 
65 Natalia Chіntya Оdang, Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan dan Tanggung 
Jawab PPAT Dalam Pembuatan APHT, Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, diakses dari www.lib.ui.ac.id ,pada tanggal 
19 juni 2019 
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Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 
disebut “KUH Perdata”) mengenai sahnya suatu perjanjian atau mengenai unsur-
unsur dalam perjanjian terdapat beberapa syarat/unsur, antara lain sebagai 
berikut: 
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 
Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama dari 
sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. 
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang 
atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, 
karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.66  
Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. 
Pernyataan secara diam-diam sering terjadi dan dapat ditemukan di dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, ada seorang customer yang 
memesan angkutan online, dengan tertera di aplikasi pembayaran sekian, 
dan setelah itu customer membayar biaya atau upah sesuai yang tertera di 
aplikasi kepada sopir angkutan online kemudian sopir angkutan online 
menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantarkan customer 
tersebut sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal diatas, 
telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.  
Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan 
yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. 
Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, 
kekhilafan atau penipuan. Berdasarkan “Pasal 1321 KUH Perdata” 
dinyatakan bahwa “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika 
diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau 
Penipuan.” 
Jadi, dalam penulisan ini penulis menganalisis bahwa harus adanya 
kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membuat perjanjian hak 
tanggungan, baik para pemegang hak tanggungan maupun PPAT yang 
akan membuat APHT. 
                                                             
66 Salim HS. Op.cit., hlm. 33. 
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2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan 
perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang 
menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan 
bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali 
apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 
1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk 
membuat perjanjian, yakni antara lain: 
 
a. Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain) 
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele or conservatorship); 
c. Perempuan yang sudah menikah. 
Dapat disimpulkan, bahwa salah satu syarat agar suatu perjanjian 
sah, perjanjian tersebut haruslah dibuat oleh orang yang cakap berbuat 
berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, antara lain dibuat oleh orang yang 
sudah dewasa. Jadi, penulis menganalisis bahwa dalam hal ini kedua belah 
pihak, para pihak pemegang hak tanggungan harus cakap berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yakni dapat melakukan sesuatu hal 
menurut kehendaknya, bahkan dapat bertanggung jawab untuk setiap 
perbuatan hukum yang akan dilakukan. 
3. Adanya suatu hal tertentu 
Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang 
diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau 
tertentu. Dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu 
persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit 
dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang 
tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 
Jika dikaitkan penulisan ini dengan adanya suatu hal tertentu diatas 
yakni Dalam Pasal 10 UUHT diatas menjelaskan bahwa pemberian hak 
tanggungan itu harus di dahului dengan janji, penulis menganalisis bahwa 
mengenai adanya suatu hal tertentu berarti harus ada janji-janji terlebih 
dahulu, di dalam janji itu mengenai hal-hal apa saja yang dapat mengikat 
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antara kedua belah pihak. PPAT harus memperhatikan adanya perjanjian 
pokok antara kedua belah pihak, yakni janji-janji atau objek-objek apakah 
yang telah ditentukan kedua belah pihak sebelum pembuatan APHT. 
 
4. Adanya sebab yang halal. 
Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai 
sebab (orzaak, causa). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu 
yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan 
yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi 
perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi 
perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 
ketertiban umum. 
Penulis menganalisis bahwa mengenai adanya sebab yang halal 
atau kausa yang halal harus berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh 
Undang-undang, misalnya mengenai tujuan dari perjanjian, objek apakah 
yang akan diperjanjikan antara kedua belah pihak yang nanti akan 
dimasukkan di dalam perjanjian yang akan mereka buat. Jadi dapat 
diartikan bahwa, Perjanjian tanpa sebab yang halal adalah batal demi 
hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.  
 
Berdasarkan syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas, syarat pertama (1) 
dan syarat kedua (2) disebut syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut 
mengenai subyek dari perjanjian. Sedangkan syarat ketiga (3) dan syarat keempat 
(4) merupakan syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian. 
 
Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka 
perjanjian dapat dituntut pembatalannya. Dalam arti, bahwa salah satu pihak 
mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu Dapat Dibatalkan. Pihak 
yang menuntut pembatalan tersebut, adalah salah satu pihak yang dirugikan atau 
pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal apabila syarat objektif yang tidak 




Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada 
atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian 
dianggap tidak pernah ada. 
 
Penulis menganalisis bahwa dalam penulisan ini yang dibahas mengenai 
unsur-unsur dari perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata seperti yang telah 
dijelaskan tersebut diatas, dikarenakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 
itu merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian kredit atau perjanjian 
pokok, maka sebelum membuat APHT terlebih dahulu, harus mengetahui unsur-
unsur dalam perjanjian, bahwa perjanjian itu didasarkan pertemuan antara kedua 
belah pihak pemberi dan penerima hak tanggungan untuk melakukan suatu 
perbuatan hukum yang dikehendaki dalam hal membuat perjanjian pokok atau 
perjanjian kredit , dan dari perjanjian kedit tersebut para pihak harus datang ke 
PPAT untuk membuat akta otentik, berupa APHT. PPAT harus memperhatikan 
kehendak atau keinginan dari para pihak agar tidak terjadi kelalaian maupun 
kekeliruan dalam memasukkan atau menuliskan sebelum nanti membuat APHT. 
 
Pasal 11 ayat (1) UUHT harus dianalisis secara keseluruhan sebagai bagian 
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan 
hal ini, penulis menggunakan interpretasi sistematis dalam menganalisa pasal 11 
ayat (1) UUHT. Pasal 11 ayat (1) UUHT ini menyatakan terkait isi, hal-hal atau 
klausul yang wajib untuk dicantumkan ke dalam APHT, kemudian dihubungkan 
dengan KUH Perdata, yakni pasal 1320 terkait syarat sahnya suatu perjanjian. 
Bahwa APHT tidak dapat dibuat oleh PPAT jika pasal 1320 KUH Perdata ini 
diabaikan. Pengabaian, kelalaian ataupun kekeliruan yang terjadi dikemudian hari 
terhadap ketentuan dalam UUHT maupun Pasal 1320 KUH Perdata ini dalam 
pembuatan APHT dapat mengakibatkan implikasi hukum terhadap APHT tersebut. 
Implikasi hukum dapat berupa APHT dapat dibatalkan dan APHT batal demi hukum 
jika tidak terpenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif dalam pasal 1320 KUH 
Perdata seperti yang telah dijelaskan tersebut diatas dan berdasarkan UUHT di 
dalam pembebanan hak tanggungan yakni tidak terpenuhinya Syarat Spesialitas 





4.1.2. Implikasi Hukum Terhadap APHT Yang Dibuat Tidak Memenuhi 
Asas Spesialitas dan Asas Publisitas Dalam Proses Pembebanan 
Hak Tanggungan 
Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 
(UUHT) dikenal adanya dua Asas dalam proses pembebanan hak tanggungan yaitu 
Asas Spesialitas dan Asas Publisitas.  
Pentingnya kedua Asas ini dalam pembebanan hak tanggungan 
dikarenakan mempunyai fungsi yakni antara lain terdapat syarat-syarat yang 
mengatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam 
UUHT.  
Asas Spesialitas yang artinya uraian mengenai obyek Hak Tanggungan 
yang terwujud, yang dituangkan dalam sertifikat, atau bagi tanah yang belum 
terdaftar yang memuat uraian mengenai kepemilikan, letak, batas-batas dan luas 
tanahnya.  
Asas Spesialitas ini dapat ditemukan dalam pembahasan yang terdapat 
dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) UUHT. Dalam Pasal 8 UUHT, 
menyatakan bahwa: 
 “Pemberi Hak Tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang 
bersangkutan dan kewenangan tersebut harus ada pada saat pendaftaran 
Hak Tanggungan dilakukan.”  
 
Menurut Adrian Sutedi suatu APHT memuat substansi yang bersifat wajib, 
yakni yang berkenaan dengan:67  
1. Nama identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan. 
2. Domisili pihak-pihak yang bersangkutan. 
3. Penunjukan secara jelas utang dan utang-utang yang dijamin. 
4. Nilai tanggungan dan urain yang jelas tentang objek hak tanggungan. 
                                                             
67 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 72 
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5. Selain itu di dalam APHT tersebut, para pihak dapat juga  
mencantumkan janji-janji yang bersifat fakultatif yang bertujuan untuk 
melindungi kepentingan kreditor sebagai pemegang hak tanggungan. 
Pendapat dari Adrian Sutedi tersebut diatas dapat juga dilihat di dalam 
(Pasal 11 ayat (1) UUHT), bahwa substansi yang dimaksud yang bersifat sahnya 
suatu APHT yakni mengenai Bentuk dan Isi dari APHT. Hal tersebut dalam rangka 
untuk memenuhi asas spesialitas. 
Terkait dalam penulisan ini, yang dimaksud wajib dicantumkannya hal-hal 
yang bersifat untuk sahnya suatu APHT, penulis menganalisis, yaitu sebagai 
berikut: 
 
a. Berdasarkan Identitas Para Pihak 
PPAT harus memeriksa kebenaran formil dari para pihak dalam hal ini 
pemberi dan penerima hak tanggungan berupa nama, apakah sudah 
sesuai dengan yang terdapat dalam identitas, serta kepentingan para 
pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum. 
b. Berdasarkan Tempat Tinggal  
Tempat Tinggal atau biasa disebut domisili para pihak, harus sesuai 
dengan identitas (Sub a) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 
identitas lainnya yang dipunyai para pihak. 
c. Berdasarkan Hutang yang dijamin 
Bentuk jaminan pelunasan hutang, dalam hal ini kreditur sebagai 
penerima hak tanggungan (sebagai pihak yang berpiutang atau yang 
memberikan hutang) memberikan jaminan kepada debitur sebagai 
pemberi hak tanggungan (sebagai pihak yang berhutang). 
d. Berdasarkan Obyek Hak Tanggungan 
Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berupa Hak Milik, hak 
Guna Usaha, maupun Hak Guna Bangunan harus jelas apakah 
mempunyai sertifikat atau tidak. 
e. Berdasarkan Nilai Hak Tanggungan 
Nilai hak tanggungan yang akan dimasukkan harus sesuai dengan yang 
di dalam perjanjian pokok yang telah dibuat oleh para pihak pemberi 
dan penerima hak tanggungan. 
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Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas dan 
dikemukakan juga oleh penulis Ketentuan tersebut yakni hanya mungkin terpenuhi 
apabila obyek Hak Tanggungan telah ada dan telah ditentukan pula tanah mana 
yang dimaksud.  
Penulis menganalisis bahwa implikasi hukum atas tidak dipenuhinya Pasal 11 ayat 
(1) UUHT tersebut diatas, bahwa:  
“Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal atau klausul-klausul yang disebut 
pada pada ayat ini dalam APHT mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi 
hukum. Ketentuan tersebut menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT).  Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi 
asas spesialitas dari hak tanggungan, baik mengenai subyek, obyek maupun utang 
yang dijamin." 
 
Jika dikaitkan dengan penulisan ini bahwa PPAT harus memperhatikan 
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) 
Sub (e) UUHT, agar dapat mengetahui setiap obyek apakah yang dimaksud yang 
nantinya akan dituangkan dalam APHT dan dapat mencantumkan secara lengkap 
isi atau hal-hal yang dimaksud dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) UUHT. 
Asas Publisitas atau asas keterbukaan yaitu asas yang mengharuskan 
bahwa Hak Tanggungan itu harus didaftarkan di dalam register umum, supaya 
dapat diketahui oleh pihak ketiga atau umum. Terhadap Hak Tanggungan 
berlakunya asas publisitas atau asas keterbukaan ini diatur dalam Pasal 13 UUHT.  
Dalam Pasal 13 UUHT yakni “pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan 
pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah 
penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan 
warkah lain yang diperlukan. Warkah yang dimaksud meliputi surat-surat bukti 
yang berkaitan dengan obyek hak tanggungan dan identitas pihak-pihak yang 
bersangkutan, termasuk di dalamnya sertifikat hak atas tanah dan/atau surat-surat 
keterangan mengenai obyek hak tanggungan. PPAT wajib melaksanakan hal 
tersebut karena jabatannya dan sanksi atas pelanggaran hal tersebut akan 




Pendaftaran pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat yang mutlak 
untuk lahirnya suatu Hak Tanggungan dan mengikatnya Hak Tanggungan 
terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu dengan didaftarkannya Hak Tanggungan 
merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan 
mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga.  
Adalah tidak adil bagi pihak ketiga untuk terikat dengan pembebanan suatu 
Hak Tanggungan atas suatu obyek Hak Tanggungan apabila pihak ketiga tidak 
dimungkinkan untuk mengetahui tentang pembebanan Hak Tanggungan itu.68 
Fungsi dari pendaftaran yakni untuk memenuhi asas publisitas. 
Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat 
bahwa obyek hak atas tanah tersebut telah dijadikan jaminan untuk pelunasan 
utang-piutang, dengan kata lain pemenuhan asas publisitas ini untuk turut serta 
mengikat pihak ketiga, menurut Habib Adjie “Dengan dicantumkannya janji-janji 
tersebut dalam APHT, yang kemudian diikuti dengan pendaftaran Hak-Hak 
Tanggungan di Kantor Pertanahan, maka terpenuhi Asas Publisitas, dengan 
demikian janji-janji tersebut mempunyai kedudukan yang mengikat terhadap pihak 
ketiga”69 dan apabila APHT tidak didaftarkan atau tidak terpenuhinya asas 
publisitas, maka pihak ketiga tidak terikat atas perjanjian dan janji-janji yang telah 
dibuat oleh kreditor dan pemberi obyek jaminan, perjanjian tersebut hanya 
mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. 
“Maksud asas publisitas pada pendaftaran tanah adalah, bahwa dengan 
membayar sejumlah uang tertentu, orang bisa melihat buku tanah dan dari buku 
tanah bisa diketahui ciri-ciri dari pada tanah yang bersangkutan, baik mengenai 
subyek maupun obyek haknya”70 , maksud dari hal tersebut yang disampaikan oleh 
J. Satrio yakni mengenai fungsi pendaftaran, pendaftaran yang bertujuan agar 
pihak ketiga dapat secara langsung mengetahui kondisi dari tanah yang 
bersangkutan, apakah sedang dalam pembebanan Hak Tanggungan atau tidak, 
dengan diketahuinya kondisi obyek dapat menjadi informasi yang berguna bagi 
                                                             
68 Ѕutan Remy Ѕyahdeіnі, Op.Cit., hlm. 44 
69 Habib Adjie, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, 
(Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 16. 
70 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan: 
Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 44. 
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pihak ketiga, dan apabila terjadi perbuatan hukum yang melibatkan pihak ketiga, 
maka pihak ketiga terikat dalam janji-janji yang dibuat oleh kreditor dan pemberi 
obyek jaminan.71 
Pendaftaran hak tanggungan wajib dilaksanakan dan dilakukan oleh Kantor 
Pertanahan dengan membuat buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya 
dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta 
menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.  
Kemudian dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan 
(UUHT) dijelaskan bahwa sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, Kantor 
Pertanahan untuk dapat menerbitkan sertifikat hak tanggungan. Dalam hal 
tersebut berarti sertifikat hak tanggungan yakni merupakan suatu bukti lahirnya 
hak tanggungan. Oleh karena itu, maka sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan 
tersebut dapat membuktikan sesuatu yang pada saat pembuatannya sudah ada 
atau dengan kata lain yang menjadi pedoman pokok yaitu adanya tanggal 
pendaftaran atau pencatatannya dalam buku tanah hak tanggungan. 
Pada Pasal 14 UUHT ayat (2), menjelaskan sebagai berikut: 
 “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG YAHA ESA";  
 
Pasal 14 Ayat (3), menjelaskan bahwa: 
“Dengan demikian sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan 
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui tata cara dan 
menggunakan lembaga parate eksekusi sesuai dengan peraturan 
Hukum Acara Perdata Indonesia.” 
 
Pasal 14 Ayat (4), menjelaskan bahwa: 
“Apabila diperjanjikan lain, maka sertifikat hak atas tanah yang 
telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan dikembalikan 
kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan untuk 
sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak 
tanggungan.” 
                                                             
71 Surya Harinata, Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu Kewajiban 
Mendaftarkan APHT Oleh PPAT, Jurusan/Fakultas Magister Kenotariatan, Jurnal Ilmiah 




Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hak tanggungan haruslah 
didaftarkan kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari kerja. Pendaftaran wajib dilaksanakan oleh PPAT, dan setelah 
didaftarkan maka akan keluar atau dapat diterbitkannya Sertifikat Hak 
Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Nasional. 
Bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai saat pendaftaran maka 
ditentukan bahwa tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan 
adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan surat-surat yang diperlukan untuk 
pendaftaran tersebut secara lengkap oleh Kantor Pertanahan.72 Apabila hari 
ketujuh jatuh pada hari libur, maka dihitung dari hari kerja berikutnya (Pasal 13 
ayat (4) UUHT). 
Akan tetapi, jika pendaftaran APHT menjadi sertifikat hak tanggungan 
mengalami keterlambatan yang seharusnya didaftarkan selama rentang waktu 7 
(tujuh) hari kerja sejak APHT tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak 
tetapi didaftarkan melebihi batas ketentuan tersebut maka Badan Pertanahan 
Nasional mewajibkan PPAT untuk membuat surat pernyataan terlambat disertai 
alasan keterlambatan dan berkas pendaftaran hak tanggungan tersebut bisa 
diterima dan tetap diproses dengan alasan dalam pasal tentang pendaftaran APHT 
menjadi Sertifikat Hak Tanggungan, jika tidak memenuhi ketentuan batas APHT 
tersebut tetap sah dan tetap bisa didaftarkan.73 
Keterlambatan Pendaftaran APHT tersebut tidak lantas membuat gugur 
APHT yang didaftarkan. APHT yang terlambat di daftarkan tidak membuat APHT 
tersebut dibatalkan atau batal demi hukum, akan tetapi APHT tetap sah dan dapat 
diproses menjadi Sertifikat Hak Tanggungan. Hak Tanggungan akan lahir setelah 
7 (tujuh) hari kerja APHT didaftarkan secara lengkap beserta warkah-warkah yang 
dibutuhkan untuk pendaftaran, dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak 
                                                             
72 Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dan Ny. Ellyda T. Soetiyarto, S.H., Komentar 
atas Peraturan-Peraturan Pelaksanaan UUPA 1996, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 1997), hlm. 60. 




Tanggungan. Keterlambatan pendaftaran hanya akan menunda lahirnya Hak 
Tanggungan, namun tidak mempengaruhi keabsahan APHT yang didaftarkan.  
Mengenai batas keterlambatan pendaftaran APHT setelah 7 (tujuh) hari 
kerja, yakni jika diperhatikan dalam Pasal 13 ayat (4) UUHT tidak dikatakan ”paling 
lambat” akan tetapi ”hari ketujuh” . Jadi meskipun surat-surat sudah diterima 
dengan lengkap oleh Kantor Pertanahan dan petugasnya mempunyai kesempatan 
untuk segera mendaftar beban itu, tetapi sesuai dengan kata-kata Pasal 13 ayat 
(4) UUHT, tanggal pendaftaran yang menentukan tanggal lahirnya Hak 
Tanggungan, tetap saja tidak bisa lebih maju daripada hari ketujuh. Bahkan 
menurut Pasal 23 ayat (4) UUHT Pejabat Kantor Pertanahan apabila melanggar 
ketentuan Pasal 13 ayat (4), yaitu membuat tanggal buku tanah Hak Tanggungan 
lebih awal atau melewati hari ketujuh dapat dikenai sanksi administrasi.74 
Pendaftaran Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan merupakan saat 
lahirnya suatu hak tanggungan dan merupakan salah satu asas dari Hak 
Tanggungan. Dengan tidak didaftarkan hak tanggungan maka perjanjian yang 
dibuat para pihak tetaplah berlaku. Namun tidak memenuhi unsur dari hak 
tanggungan. Sehingga kreditur dari hak tanggungan tidak memiliki hak sebagai 
kreditur preferen sebagaimana kreditur hak tanggungan. 
Dalam Pasal 14 UUHT seperti yang telah dijelaskan tersebut diatas, 
Sertifikat Hak Tanggungan merupakan bukti dari adanya hak tanggungan, maka 
Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial karena memuat irah- 
irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat 
yang memiliki irah-irah ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 
putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga dengan 
tidak didaftarkannya hak tanggungan kepada Kantor Pertanahan maka hak 
tanggungan tidak memiliki sertifikat hak tanggungan yang didalamnya 
memberikan hak-hak kepada kreditur seperti sertifikat hak tanggungan dapat 
dijadikan barang bukti di pengadilan, dan kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
                                                             
74 Akhsanul Iman., tri, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Yang 
Didahului Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bekasi. Jurnal Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006. 
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Sehingga suatu hak tanggungan yang tidak didaftarkan tidak memenuhi 
syarat dan asas dari hak tanggungan. Kreditur dari hak tanggungan tidak memiliki 
kedudukan sebagai kreditur yang preferen melainkan sama seperti kedudukan 
kreditur konkuren. Selain itu dengan tidak didaftarkannya hak tanggungan maka 
tidak terdapat Sertifikat Hak Tanggungan yang memberikan hak parate executie 
(eksekusi langsung) dan dapat menjadi bukti di pengadilan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Penulis menganalisis bahwa kedua 
Asas ini mempunyai fungsi yang sangat penting, dalam pembebanan hak 
tanggungan. Apabila dikemudian hari ketika APHT yang telah dibuat oleh PPAT 
tidak mengikuti ketentuan dalam UUHT dalam hal kedua Asas ini tidak dipenuhi, 
dan menimbulkan permasalahan maka APHT yang dibuat oleh PPAT dapat digugat 
oleh para pihak. Sebaliknya, meskipun APHT yang dibuat oleh PPAT itu tidak 
mengikuti akan ketentuan dalam UUHT, apabila dikemudian hari APHT tersebut 
tidak menimbulkan masalah, dalam hal hubungan kedua belah pihak pemegang 
hak tanggungan tidak ada masalah atau baik-baik saja maka PPAT terlepas dari 
permasalahan tersebut.  
Penulis juga menganalisis bahwa dalam hal keterlambatan mengenai 
pendaftaran APHT, selama ini PPAT hanya dibebani untuk membuat surat 
pernyataan dan disertai alasan keterlambatan ke Kantor Pertanahan, sedangkan 
mengenai tanggung jawab dari PPAT apabila di daftarkan sebelum hari ke 7 (tujuh) 
sejak penandatangan APHT, penulis berpendapat bahwa tidak terdapat unsur 
pertanggungjawaban apabila APHT didaftarkan ke kantor pertanahan sebelum hari 
ke 7 (tujuh), dikarenakan dalam pasal 13 ayat (2) UUHT yakni menyebutkan 
bahwa “selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja”, lebih cepat lebih baik sehingga 
ketika sudah didaftarkan maka langsung diproses untuk pembuatan Sertifikat Hak 
Tanggungan oleh kantor pertanahan yang berarti dalam hal ini tidak ada 
pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh PPAT. Sebaliknya jika setelah hari 
ke-7 (tujuh) atau melebihi 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatangan APHT, yang 
diberikan kepada PPAT hanyalah sebatas sanksi saja, dan hal ini tidak dapat 
memberikan efek jera yang dalam artian PPAT dapat mengulangi lagi kembali 
dikarenakan tidak diaturnya mengenai bentuk Tanggung jawab seperti apakah 
yang akan diberikan oleh PPAT terhadap keterlambatan pendaftaran APHT. 
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4.2. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Ataѕ Akta 
Pemberіan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan 
Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan 
 
4.2.1. Kewenangan dan Kewajiban PPAT  
Wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang 
diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.75 
Secara yuridis arti dari kata wewenang adalah kemampuan yang diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.76 
Sumber kewenangan ada 3 (tiga), antara lain sebagai berikut: 
a. Attributie toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever 
aan een bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang 
pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan);  
b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan 
aan een ander (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari 
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya);  
c. Mandaat: een bestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem 
uitoefenen door een ander (mandat terjadi ketika organ pemerintahan 
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).77 
Dalam Hal tersebut diatas, penulis menganalisis bahwa yang relevan 
mengenai ketiga sumber kewenangan yang ada, yakni PPAT dapat dikategorikan 
sebagai pejabat umum yang memperoleh wewenang atau kewenangan secara 
atribusi. Wewenang yang diberikan haruslah jelas dan tegas dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
                                                             
75 Habib Adjie,  Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 77. 
76 Indroharto,  Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 68. 
77 Ridwan HR,  Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2007), hlm. 104-105. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta 
Tanah Jabatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 
1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah Jabatan menjadi acuan bagi PPAT 
dalam menjalankan jabatannya bahkan juga mengenai peraturan tersebut PPAT 
dituntut untuk dapat mengemban tugas dengan sebaik mungkin berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam peraturan tersebut juga 
telah menetapkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT. 
Adapun Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT berdasarkan 
“Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, antara lain sebagai berikut: 
 Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah: 
a. Warga negara indonesia; 
b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun; 
c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat 
oleh instansi kepolisian setempat; 
d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
e. Sehat jasmani dan rohani; 
f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan 
atau lulusan program pendidikan khusus ppat yang diselenggarakan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agraria/pertanahan; 
g.Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan; 
dan 
h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 
karyawan pada kantor ppat paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus 
pendidikan kenotariatan. 
i. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang, dan 
pengangkatan ppat diatur dengan peraturan menteri.” 
Syarat untuk menjadi PPAT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
2016 tersebut diatas berbeda dengan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.  
 Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dapat diangkat menjadi 




Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah: 
a. Kewarganegaraan Indonesia; 
b. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh tahun); 
c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh 
Instansi Kepolisian setempat; 
d. Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan 
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
e. Sehat jasmani dan rohani; 
f. Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan 
khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi; 
g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan 
Pertanahan Nasional.” 
 
Jikalau melihat dari perbedaannya ada beberapa perubahan dari PP No. 37 
Tahun 1998 (sebelum perubahan), dan PP No. 24 Tahun 2016 (sesudah 
perubahan), yakni antara lain:  
1. “Dalam PP No. 37 Tahun 1998” disebutkan bahwa, untuk diangkat menjadi 
PPAT dalam Sub (b) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh 
tahun), sedangkan pada perubahannya dalam PP No. 24 Tahun 2016, 
menyebutkan bahwa, Sub (b): Berusia paling rendah 22 (dua puluh 
dua) tahun; 
 
2. “Dalam PP No. 37 Tahun 1998”, disebutkan bahwa, dalam Sub (d) Belum 
pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan 
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, Sedangkan pada perubahannya dalam “PP No. 
24 tahun 2016” menyebutkan bahwa, Sub (d): Tidak pernah dijatuhi 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih; 
 
3. “Dalam PP No. 37 Tahun 1998”, Untuk diangkat menjadi PPAT, disebutkan 
dalam Sub (f): Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau 
program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh 
lembaga pendidikan tinggi, Sedangkan pada perubahannya dalam “PP 
No. 24 tahun 2016” menyebutkan bahwa, Sub (f): Berijazah sarjana 
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hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan 
program pendidikan khusus ppat yang diselenggarakan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agraria/pertanahan; 
 
4. Dalam PP No. 24 Tahun 2016 ditambahkan syarat, yakni dalam Sub (h): 
Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 
karyawan pada kantor ppat paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah 
lulus pendidikan kenotariatan. 
 
 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel. Perbandingan antara PP No. 37 Tahun 1998 dan PP No. 24 
Tahun 2016 mengenai Syarat untuk diangkat menjadi PPAT 
 
Perihal 
PP No. 37 Tahun 1998 
(Sebelum Perubahan) 
Pasal 6 
PP No. 24 Tahun 2016 
(Sesudah Perubahan) 
Pasal 6 
1. Minimum usia 
untuk menjadi 
PPAT 
Sub b: berusia sekurang-
kurangnya 30 tahun 
Sub b: berusia paling 
rendah 22 (dua puluh dua) 
tahun  
2. Terkait hukuman 
yang diberikan 
Sub d: belum pernah 
dihukum penjara karena 
melakukan kejahatan 
berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan 
hukum tetap 
Sub d: Tidak pernah 
dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) 




Sub f: lulusan program 
pendidikan spesialis 
notariat atau program 
pendidikan khusus PPAT 
yang diselenggarakan oleh 
lembaga pendidikan tinggi 
Sub f: berijazah sarjana 
hukum dan lulusan jenjang 
strata dua kenotariatan 
atau lulusan program 
pendidikan khusus PPAT 
yang diselenggarakan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
agraria/pertanahan 
4. Magang Tidak ada Sub h: telah menjalani 




bekerja sebagai karyawan 
pada kantor PPAT 
paling sedikit 1 (satu 
tahun, setelah lulus 
pendidikan kenotariatan 
 
Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah pada tanggal 25 Juli 2019 
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 52, TAMBAHAN LEMBARAN 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3746)  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (TAMBAHAN LEMBARAN 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5893) 
 
Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, dan dinyatakan lulus ujian yang 
diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang agraria/pertanahan (Sub g PP No. 24 Tahun 2016), PPAT disumpah 
jabatan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan kemudian bertanggungjawab 
atas kewajibannya. 
Mengenai Kewajiban dari PPAT antara lain, dapat diuraikan sebagai 
berikut:78 
1. PPAT wajib melakukan Sumpah dihadapan pejabat yang berwenang 
untuk itu. 
2. PPAT wajib segera menyampaikan akta yang telah dibuatnya serta 
dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembuatan sebuah akta lain 
kepada Kantor Pertanahan setempat untuk didaftarkan pada Buku Hak 
Atas Tanah dan dicantumkan pada Sertifikat Hak Atas Tanah yang 
bersangkutan. 
3. PPAT wajib menyelenggarakan suatu Daftar Akta-akta yang telah 
dibuat dan dikeluarkan menurut bentuk yang telah ditentukan oleh 
peraturan yang berlaku. 
                                                             
78 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 
2002), hlm. 675. 
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4. PPAT wajib menjalankan petunjuk yang telah diberikan Kantor 
Pertanahan dan pejabat yang mengawasinya. 
5. PPAT dalam setiap bulannya wajib menyampaikan laporan mengenai 
akta yang dibuatnya selama satu bulan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan setempat. 
6. PPAT wajib memberikan bantuan kepada pihak-pihak dalam hal 
pengajuan ijin permohonan peralihan hak atau ijin pene gasab konversi 
menurut aturan yang ditentukan. 
Untuk kewajiban dari PPAT yang diatur dalam Pasal 45 Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
Pasal 45 PERKAP BPN No. 1 Tahun 2006, menyebutkan bahwa: 
“PPAT mempunyai kewajiban: 
a. Menjunjung tinggi Pancasila UUD 45 dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.   
b. Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT. 
c. Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada 
Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 
10 bulan berikutnya.   
d. Menyerahkan protokol PPAT dalam hal:   
1. PPAT yang berhenti menjabat menyerahkan kepada PPAT di daerah 
kerjanya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan.   
2. PPAT sementara yang berhenti sebagai PPAT sementara kepada 
PPAT sementara yang menggantikannya atau kepada Kepala 
Kantor Pertanahan. 
3. PPAT khusus yang berhenti sebagai PPAT khusus kepada PPAT 
khusus yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor 
Pertanahan. 
e. Membebaskan uang jasa pada orang yang tidak mampu yang 
dibuktikan secara sah. 
f. Membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan cuti 
atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam 
kerja kantor pertanahan setempat. 
g. Berkantor hanya di 1 (satu) kantor dalam daerah kerja sebagaimana 
ditetapkan dalam Keputusan Pengangkatan PPAT. 
h. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf 
dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor wilayah, 
Bupati, Wali Kota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor 
Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang 
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bersangkutan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah 
jabatan. 
i. Melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah 
jabatan. 
j. Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan 
ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan. 
k. lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.” 
PPAT adalah pejabat umum, dalam melaksanakan Tugas Pokok maka akta 
yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik. Akta otentik tersebut 
mengenai segala perbuatan hukum yang telah ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi jabatannya.  
PPAT juga dapat melaksanakan tugas pembuatan akta tanah baik di dalam 
maupun di luar kantornya. Hal ini diatur dalam Pasal 52 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, bahwa: 
1. PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT di kantornya dengan 
dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan 
atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan.   
2. PPAT dapat membuat akta di luar kantornya hanya apabila salah satu 
pihak dalam perbuatan hukum atau kuasanya tidak dapat datang di 
kantor PPAT karena alasan yang sah, dengan ketentuan pada saat 
pembuatan aktanya para pihak harus hadir di hadapan PPAT di tempat 
pembuatan akta yang disepakati. 
PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang 
disebut secara khusus dalam penunjukannya.79 Kewenangan PPAT dalam 
membuat akta otentik hanya meliputi 8 (delapan) jenis akta saja, yakni jenis akta 
tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang 
peraturan jabatan PPAT. 
Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998, menyebutkan bahwa: 
1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 
                                                             
79 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia suatu telaah dari sudut 




2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a. jual beli; 
b. tukar menukar; 
c. hibah; 
d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 
e. pembagian hak bersama; 
f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; 
g. pemberian Hak Tanggungan; 
h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. 
 
Selain 8 (delapan) kewenangan tersebut di atas, Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga memberikan 
kewenangan kepada PPAT untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah dalam 
rangka kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 6 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 
yang menyebutkan bahwa ”Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala 
Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”. 
Dilakukannya hal tersebut, karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh 
Kementerian ATR/BPN, bahwa seringkali mengalami kewalahan bahkan 
keterlambatan dalam memberikan pelayanan pengukuran bidang tanah kepada 
masyarakat yang disebabkan oleh adanya keterbatasan tenaga juru ukur yang 
ada. Kehadiran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai mitra BPN 
yang bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam menjalankan tugas 
pendaftaran tanah di Indonesia pada level kerja di tingkat kabupaten/kota. 
4.2.2. Kode Etik Profesi, Larangan, Sanksi dan Pemberhentian PPAT 
Profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai moral 
profesi yang harus ditaati oleh aparatur hukum yang menjalankan profesi tersebut, 
yaitu sebagai berikut: kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, 
dan keberanian moral.80 
                                                             
80 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2001), hlm. 4. 
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Notaris dan PPAT sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang 
mendapatkan delegasi kewenangan dari pemerintah untuk membuat akta otentik 
bagi kepastian hukum untuk masyarakat, dalam menjalankan profesinya selain 
harus berdasarkan pada undang-undang, juga harus memegang teguh nilai-nilai 
moral profesi tersebut. 
Dalam “Pasal 1 ayat (2) KODE ETIK IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA 
TANAH”, menyebutkan bahwa: 
“Kode Etik PPAT yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah 
moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres 
dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh 
anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan 
sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti.” 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah mendapat legitimasi dalam 
sistem hukum nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 
merupakan peraturan pelengkap dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan mengenai Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) ini sebagaimana telah diamanatkan di dalam Pasal 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut.81 
Mengenai pelaksanaan jabatan PPAT yang terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (sebelum perubahan) dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (sesudah perubahan), perlu juga diperhatikan 
ketentuan mengenai Kode Etik yang berlaku bagi PPAT yang dibentuk oleh 
Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Selanjutnya disebut “IPPAT”) 
sebagai organisasi perkumpulan yang membawahi pejabat PPAT. Didalam 
ketentuan kode etik IPPAT, dalam menjalankan fungsi dan pembinaan dibentuklah 
susunan pengurus sebagai alat kelengkapan dan juga Majelis Kehormatan. 
Pengurus dan Majelis Kehormatan Wilayah dapat memberikan sanksi baik berupa 
teguran ataupun sanksi kepada PPAT tersebut. 
                                                             
81 Boedi Harsono, Op.Cit., hlm. 676 
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Larangan bagi PPAT diatur dalam pasal 7 PP Nomor 24 tahun 2016 tentang 
Peraturan Jabatan PPAT. Selain itu juga Larangan bagi PPAT terdapat dalam 
lingkup organisasi dari PPAT yakni di dalam pasal 4 KODE ETIK IKATAN PEJABAT 
PEMBUAT AKTA TANAH. 
Adapun Larangan dalam pasal 7 PP No. 24 tahun 2016 tentang Peraturan 
Jabatan PPAT, antara lain sebagai berikut: 
1. PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan 
Notaris. 
2. PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi:  
a. advokat, konsultan atau penasehat hukum;  
b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan 
usaha milik daerah, pegawai swasta;  
c. pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK);  
d. pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi 
swasta;  
e. surveyor berlisensi;  
f. penilai tanah;  
g. mediator; dan/atau  
h. jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan 
Apabila PPAT melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas 
maupun melanggar larangan dalam Kode Etik PPAT, maka akan dikenakan sanksi 
berdasarkan pasal 6 ayat (1) Kode Etik PPAT yakni bagi anggota yang melakukan 
pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa: 
a. Teguran; 
b. Peringatan; 
c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT; 
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; 
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT 
Kemudian mengenai pemberhentian terhadap PPAT berdasarkan 
ketentuan dalam Pasal 8 PP Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah, berbunyi sebagai berikut: “PPAT berhenti menjabat 
sebagai PPAT karena: 
1. Meninggal dunia; 
2. Telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau 
3. Diberhentikan oleh Menteri sesuai ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah ini. 
Berdasarkan ketentuan usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
Sub (b) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan usia 67 
(enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang 
bersangkutan. PPAT Sementara dan PPAT Khusus berhenti melaksanakan tugas 
PPAT apabila tidak lagi memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (3) Sub (a) dan (b), atau diberhentikan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai perpanjangan masa jabatan dan pengangkatan kembali PPAT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.” 
4.2.3. Bentuk Tanggung Jawab PPAT Terhadap APHT Yang Dibuat Tidak 
Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan 
 Tanggung jawab ada karena telah dі berіkan wewenang. Tanggung jawab 
juga membentuk hubungan antara pemberі wewenang dan yang dі berі 
wewenang. Tanggung jawab yang dі makѕud dalam Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Naѕіоnal yaіtu dalam hal PPAT untuk menjalankan tugaѕ dan 
kewajіbannya. Tanggung jawab PPAT tіmbul ѕetelah adanya wewenang yang dі 
berіkan kepada PPAT. 
Wewenang PPAT terdapat dalam paѕal 2 ayat (1),  (2) , paѕal 3 ayat (1),(2) 
dan paѕal 4 ayat (1),(2). Peraturan Pemerіntah Nоmоr  37 Tahun 1998 Tentang  
Peraturan Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta Tanah. 
Ѕetіap prоfeѕі, baіk ѕuatu prоfeѕі yang  dіѕertaі  pemberіan  kekuaѕaan-
kekuaѕaan іѕtіmewa kepadanya maupun  ѕuatu prоfeѕі yang kepadanya  dі berіkan 
kepercayaan yang  ѕemuanya іtu menyangkut dіrі atau kepentіngan  perоrangan 
ataupun maѕyarakat umum, kepadanya dі letakkan  tanggung jawab yang  beѕar, 
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baіk berdaѕarkan  hukum maupun berdaѕarkan  mоral dan etіka.82 Ѕeоrang PPAT 
dalam Menjalankan jabatannya walaupun PPAT telah memіlіkі keterampіlan yang 
cukup, akan tetapі jіka tіdak dі landaѕі dengan tanggung jawab terhadap 
jabatannya ѕerta nіlaі-nіlaі dan ukuran etіka, tіdak akan dapat menjalankan tugaѕ 
jabatannya ѕebagaіmana yang dі tuntut оleh hukum dan kepentіngan 
maѕayarakat.83 
Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) 
juga terdapat istilah “Tanggung Jawab”. Tanggung jawab tersebut diatur dalam 
pasal 65 UUJN yang menyebutkan bahwa: 
“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat 
Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya 
meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada 
penyimpan Protokol Notaris.” 
Sedangkan di dalam Peraturan Jabatan PPAT terdapat di dalam Peraturan 
Pelaksana dari PP No. 37 Tahun 1998, yakni Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 55 menyebutkan bahwa: 
“PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan 
jabatannya dalam setiap pembuatan akta.” 
Apabila kita melihat perbedaan antara UUJN dan Peraturan Jabatan PPAT 
tidak ada perbedaan yang jauh, dikarenakan kedua peraturan ini yakni sama- sama 
bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. 
Mengenai Protokol dari PPAT yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah, yaitu menyebutkan tentang kumpulan dokumen yang harus disimpan 
dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, asli akta, warkah pendukung 
akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya. Warkah pendukung akta 
adalah dokumen yang dijadikan dasar sebagai pembuatan akta PPAT. Sedangkan 
mengenai protokol Notaris berbeda dengan protokol PPAT, perbedaanya yakni 
                                                             
82 G.H.Ѕ Lumban Tоbіng, Peraturan Jabatan Nоtarіѕ (Nоtarіѕ Reglement), 
(Jakarta: Erlangga ,1996), hlm.  31. 
83 Іbіd., hlm. 302. 
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masih ada yang tidak termasuk yaitu buku klapper yang berisikan nama, alamat, 
pekerjaan, akta tentang apa dan singkatan isi akta, nomor dan tanggal akta dibuat. 
Daftar akta PPAT merupakan daftar akta yang dibuat oleh PPAT dengan 
mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para 
penghadap. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang 
hak milik kepada penerima hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik 
antara lain sebagai berikut: 
a) Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan 
oleh Pejabat yang berwenang; 
b) Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; 
c) Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; 
d) Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak 
tanggungan. 
 
Manfaat dari semua proses tersebut diatas di dalam membuat suatu 
protokol tersebut terkait dengan tata kearsipan yang baik akan merupakan sumber 
informasi dan sumber dokumentasi, serta sumber ingatan dari PPAT dan para 
stafnya dalam menjalankan dan melaksanakan tugas. Untuk dokumentasi atau 
tata kearsipan ini merupakan bagian yang penting dari administrasi kantor Notaris. 
Setiap akta yang dibuat oleh PPAT harus diatur dengan baik, rapi dan tidak 
asal-asalan, karena akta-akta tersebut termasuk dalam Protokol PPAT yang 
merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh PPAT dengan 
penuh tanggung jawab. Sebagai dokumen yang penting atau dapat dikatakan 
sebagai suatu arsip negara, dokumen itu harus selalu disimpan dan dipelihara 
dalam keadaan apapun, walaupun notaris sebagai pemilik protokol tengah 
melaksanakan cuti maupun telah meninggal dunia. 
 Jika dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris 
bahwa dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN84 sebenarnya sudah mengatur cara 
penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris ini. Sedangkan untuk PPAT belum 
ada aturan yang mengatur secara jelas terkait Protokol PPAT dalam hal mengenai 
bentuk pertanggungjawaban apakah yang akan diberikan PPAT terhadap akta 
yang dibuatnya. 
                                                             
84 Pasal 63 ayat (5) UUJN menyebutkan bahwa: “Protokol Notaris dari Notaris lain 
yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan 
oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.” 
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Ketentuan yang mengatur mengenai batas tanggung jawab Notaris 
terdapat pada Pasal 65 UUJN, bahwa, Notaris, Notaris Pengganti, Notaris 
Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap 
akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan 
kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Dalam Kalimat “meskipun protokol 
Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol 
Notaris”, yang terdapat pada Pasal 65 UUJN, dalam artian meskipun seorang 
Notaris yang sudah berhenti sebagai Notaris masih harus tetap bertanggung jawab 
sampai notaris tersebut meninggal. Sehingga seseorang yang diangkat sebagai 
Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup tanpa 
batas waktu pertanggungjawaban Notaris.85  
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang 
Peraturan Jabatan PPAT, belum ada ketentuan yang jelas mengenai tanggung 
jawab seperti apakah yang harus dipenuhi oleh PPAT dalam menjalankan 
jabatannya. 
Untuk Akta PPAT itu sendiri dibuat dua rangkap asli, rangkap pertama 
disimpan di kantor PPAT itu sendiri, dan rangkap yang kedua disimpan di kantor 
pertanahan kabupaten/kota untuk keperluan pendaftaran dan salinan diberikan 
kepada para pihak. Namun apabila salinan tersebut hilang atau rusak, para pihak 
bisa datang kembali dan meminta kepada PPAT. 
Dalam hal tanggung jawab yang diberikan, untuk pertanggungjawaban 
yang diminta kepada PPAT bukan hanya dalam pengertian sempit yaitu dalam 
pembuatan akta saja, melainkan dapat dimintakan juga pertanggungjawabannya 
dalam arti yang luas, yaitu tanggung jawab pada saat pembuatan (fase akta) dan 
tanggung jawab pada saat setelah pembuatan (pasca penandatanganan akta). 
Tanggung jawab profesi PPAT dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, 
yaitu tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum 
                                                             
85 Sjaifurrachman, Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan 
akta, (Mandar Maju, 2011), hlm. 192 
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ini dapat dibedakan pula menjadi 3 (tiga) macam, yaitu tanggung jawab 
berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.86 
Terkait dengan Tanggung jawab yang dimaksudkan dalam penulisan Tesis 
ini yakni pertanggungjawaban yang sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu 
pertanggungjawaban secara perdata, pidana maupun secara administratif.  
Pengertian delik yakni merupakan suatu kondisi di mana sanksi diberikan 
berdasarkan norma hukum yang ada. Menurut Hans Kelsen, bahwa berdasarkan 
pandangan hukum positif, tidak ada kriteria lain yang dapat menentukan suatu 
fakta sebagai delik selain adanya sanksi menurut aturan hukum. Tidak ada delik 
tanpa adanya sanksi, dan karenanya tidak ada delik karena perbuatan itu sendiri.87 
Tindakan manusia dikatakan sebagai suatu delik karena aturan hukum 
mengenakan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Jadi, 
dikatakan sebagai delik kriminal jika memiliki sanksi kriminal, dan dikatakan suatu 
delik perdata jika memiliki suatu sanksi perdata sebagai konsekuensinya.88 
Dalam bidang hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukuman 
untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-
undang. Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada 
akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum 
tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan 
hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan suatu kaidah-kaidah hukum 
dapat dipaksakan apabila terdapat sanksi yang menyertainya, dan penegakan 
terhadap kaidah-kaidah hukum dimaksud dilakukan secara prosedural (hukum 
acara). Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam 
bahasa latin dapat disebut in cauda venenum, artinya di ujung suatu 
kaidah hukum terdapat sanksi.89 
Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk 
memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan 
                                                             
86 Sudarmanto, Pemalsuan Surat Dan Memasukkan Keterangan Palsu ke 
dalam Akta Otentik, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2010), hlm. 42. 
87 Ibid., hlm. 47. 
88 Hans Kelsen, Cet. ke-2, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori 
Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 46. 




yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan 
untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan 
hukum. 
Demikian pula sanksi yang ditujukan bagi seorang PPAT juga merupakan 
bentuk penyadaran, bahwa PPAT dalam melakukan tugas jabatannya telah 
melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, dan untuk mengembalikan tindakan PPAT dalam 
melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai ketentuan yang berlaku.90 
Akta PPAT sebagai alat untuk membuktikan bahwa telah dilakukannya 
suatu perbuatan hukum dalam hal pembuatan APHT, sehingga apabila perbuatan 
hukum tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, APHT yang 
bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut. Apabila 
perbuatan hukum tersebut dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan 
dalam akta PPAT sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor 
Pertanahan, maka pendaftaran tanah tidak dapat dibatalkan. Perubahan data 
pendaftaran tanah menurut pembatalan perbuatan hukum itu harus didasarkan 
atas alat bukti lain, contohnya adanya putusan Pengadilan atau akta PPAT 
mengenai perbuatan hukum yang baru ada. 
Berdasarkan dalam Pasal 53 ayat (2) PERKAP BPN No. 1 Tahun 2006 
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
PPAT sebagaimana telah diubah dengan PERKAP BPN No. 23 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas PERKAP BPN No. 1 Tahun 2006  tentang Ketentuan Pelaksanaan 
PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, menentukan bahwa 
“Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai 
dengan kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan dokumen 
sesuai peraturan perundang-undangan”.91 
                                                             
90 R.Ramadipta, Tanggung Jawab Hukum Ppat Atas Pembuatan Akta Jual 
Beli Hak Atas Tanah Bersertipikat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi 
Putusan Mahkamah Agung No.1138.K/Pdt/2012), Jurnal Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara Medan 2017 
91 Urip Santoso, Op.Cit., hlm. 316-317. 
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Terkait dalam Penulisan Tesis ini bahwa Peraturan perundang-undangan 
yang terkait yakni Peraturan Jabatan PPAT dan UUHT, bahwa ketika seorang PPAT 
dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran atau 
lalai dalam menjalankan jabatannya, maka PPAT hanyalah dapat dikenakan atau 
dijatuhi sanksi saja berupa sanksi pemberhentian dari jabatan (berdasarkan 
Peraturan Jabatan PPAT) dan Sanksi Administratif (berdasarkan UUHT), akan 
tetapi tidak mengatur adanya sanksi perdata dan pidana terhadap PPAT, maka 
apabila terjadi pelanggaran yang memenuhi delik perdata dan pidana terhadap 
PPAT tersebut, dapat dikenakan sanksi perdata yang terdapat dalam KUH Perdata 
dan sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana. 
Sesuai dengan Pasal 55 PERKAP BPN No. 1 Tahun 2006, dalam 
pelaksanaan tugas dan jabatannya untuk pembuatan akta, PPAT bertanggung 
jawab secara pribadi terhadap setiap akta yang dibuatnya. Bentuk 
pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggung 
jawab berdasarkan kesalahan. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan 
artinya bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang 
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan 
kerugian.92 
Berdasarkan uraian Tanggung jawab tersebut diatas, di dalam penulisan 
ini bentuk Tanggung jawab PPAT yang dimaksud, antara lain sebagai berikut: 
1. Tanggung jawab secara perdata 
Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena 
dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata disebut sebagai perbuatan 
melawan hukum.93 Perbuatan melawan hukum yang didalamnya terdapat unsur 
kesalahan ini menimbulkan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban 
perdata pada dasarnya memerlukan unsur kesalahan dari pelanggarnya.94  
                                                             
92 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung: 
Nuansa dan Nusamedia, 2006), hlm. 140. 
93 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 
197 
94 Ibid., hlm. 199 
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Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai 
melanggar hukum, memerlukan 4 (empat) syarat, yaitu:95 
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 
3. Bertentangan dengan kesusilaan; 
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. 
 
Jika kita melihat di dalam uraian diatas mengenai syarat melanggar hukum 
yakni secara kumulatif, perbuatan melanggar hukum tidak diharuskan adanya 
keempat syarat tersebut diatas, namun terpenuhinya salah satu syarat nya secara 
alternatif, sudah dapat terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan dapat 
dikatakan perbuatan melanggar hukum. Sanksi perdata dijatuhkan kepada PPAT 
atas perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), yakni perbuatan yang 
menimbulkan kerugian, dan pertanggungjawaban dalam bidang perdata dapat 
dilihat secara yuridis formal yang diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.  
Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa:  
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang 
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 
untuk menggantikan kerugian tersebut.” 
Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan 
perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian 
atau kesembronoannya.” 
Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan 
hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga  mencakup tidak berbuat. 
Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 KUH 
Perdata mengatur tentang “tidak berbuat”. Sedangkan yang dimaksud dengan 
                                                             
95 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pasca sarjana FH UI, 
2003), hlm. 117. 
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“perbuatan” secara klasik dalam istilah perbuatan melawan hukum Menurut 
William C. Robinson yang terbagi atas 3 (tiga) bentuk yaitu:96 
1. Nonfeasance, melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat 
atau tidak layak (unlawfull/improper) dengan perkataan lain tidak berbuat 
sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. 
2. Misfeasance, merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, 
perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan 
yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.   
3. Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal 
pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. 
Apabila dalam pelaksanaan tugas dan jabatan PPAT berkaitan dengan 
kewajiban seorang PPAT untuk mewujudkan akta otentik yang berkekuatan 
pembuktian sempurna, mengandung cacat hukum, yang kemudian oleh suatu 
putusan pengadilan dinyatakan tidak otentik karena syarat-syarat formil dan 
materil dari prosedur pembuatan akta PPAT tidak di penuhi, sehingga kekuatan 
akta otentiknya hanya dibawah tangan, atau menjadi batal demi hukum, dan 
mengakibatkan suatu kerugian, maka terhadap kejadian tersebut menjadi 
bertentangan dengan kewajiban hukum bagi PPAT, dan PPAT tersebut 
bertanggung jawab atas kerugian itu. Di samping bertentangan dengan kewajiban 
hukum bagi PPAT, juga disebabkan karena melanggar hak subyektif orang lain.97 
Dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, suatu perbuatan melawan hukum 
harus mengandung unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukum yang harus 
dipenuhi, yaitu: 
1. Perbuatan yang melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang 
melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan 
kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-
undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai 
melawan undang-undang. 
2. Harus ada kesalahan dari pelaku  
                                                             
96 Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, 
Cetakan ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5. 
97 Rachmat Setiawan, Op.Cit., hlm. 70. 
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Terdapat 2 arti kesalahan, yaitu sebagai berikut: 
a. Kesalahan dalam arti subyektif yaitu dengan melihat pada orangnya 
yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat 
dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih 
kanak-kanak. Mengenai pembuktiannya yaitu dengan dibuktikan bahwa 
apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga 
akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 
b. Kesalahan dalam arti obyektif yaitu seseorang dianggap melakukan 
perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia 
bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang–orang dalam 
keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Mengenai pembuktiannya 
yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia 
yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan 
kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau 
tidak berbuat. 
 
Karena dalam Pasal 1365 KUH Perdata menentukan adanya unsur 
“kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu 
diketahui bagaimana lingkup dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan 
dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan 
tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Ada unsur kesengajaan, atau   
b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa)  
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht-
vaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak 
waras, dan lain-lain. 
 
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.  
Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan 
melawan hukum dapat berupa: 
a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian 
yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. 
Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan 
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hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang 
nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. 
b. Kerugian immaterial atau idiil, dimana perbuatan melawan hukum 
dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit 
dan kehilangan kesenangan hidup. 
 
Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti harus dilakukan 
dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya yang dirugikan harus 
sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi 
perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak 
hanya kerugian yang telah diderita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga 
apa yang akan diderita pada waktu yang akan datang. 
 
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.  
Untuk mengetahui hubungan causal antara perbuatan melawan hukum 
dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu : 
a. Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang 
melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika 
perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang 
dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua 
syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat). 
b. Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya 
bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan 
sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. 
 
Berdasarkan uraian-uraian dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata 
tersebut di atas yakni mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh 
adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positip=culpa in 
commitendo) atau karena tidak berbuat (pasif=culpa in ommitendo). Sedangkan 
yang terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata98, lebih cenderung terhadap tuntutan 
pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian 
                                                             
98 Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Setiap orang bertanggung-
jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.” 
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(onrechtmatigenalaten). Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan 
hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah 
dilakukannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib 
membayar ganti rugi.99 
Dalam penjelasan mengenai kesalahan tersebut diatas maka terdapat 2 
(dua) hal, sebagai berikut: 
1. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya 
kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah 
atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan 
kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan 
sengaja. 
2. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan 
karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang 
yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut 
untuk keseluruhannya. 
 
Terkait penjelasan diatas jika dikaitkan dengan penulisan ini mengenai 
APHT yang dibuat PPAT, yakni dalam hal mengalami keterlambatan atau lewat 
waktu dalam pendaftaran APHT, Konsekuensi akan lewatnya batas waktu 
mendaftarkan APHT oleh PPAT, hanyalah diberikan sanksi saja, yaitu sanksi 
administratif100 terhadap Pejabat yang lalai atau melanggar dalam hal ini PPAT itu 
sendiri serta menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 
khususnya kreditur sebab pendaftaran hak tanggungan menjadi penentu lahirnya 
Hak Tanggungan. 
Untuk para pihak yang mengalami kerugian dalam hal keterlambatan 
terhadap pendaftaran APHT, dapat menggugat secara perdata berdasarkan 
kesalahan yang dibuat oleh PPAT. Berdasarkan Kitab Undang-undang hukum 
perdata (KUH Perdata), unsur kesalahan merupakan syarat mutlak di mana 
pembuat perbuatan melanggar hukum tersebut harus mengganti segala kerugian, 
                                                             
99Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum, diakses dari 
https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/ pada tanggal 25 
Juni 2019 
100 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 




dengan tidak memperdulikan pada nilai berat ringannya kesalahan si pembuat 
tersebut101, sehingga keterlambatan pendaftaran APHT yang ditentukan dalam UU 
Hak Tanggungan yaitu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya APHT dapat 
menjadi salah satu unsur kesalahan bagi PPAT, tanpa melihat pada nilai berat 
ringannya kesalahan tersebut. 
Jika mengenai keterlambatan dalam pendaftaran APHT ini menimbulkan 
suatu kerugian terhadap para pihak, maka Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH 
Perdata mewajibkan setiap orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain 
untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diakibatkan oleh dirinya.  
Apabila perbuatan yang dilakukan PPAT menimbulkan masalah dalam hal 
menimbulkan kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang seharusnya 
diperoleh, maka PPAT sebagai pejabat umum (publik) dapat dimintakan 
pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan ketentuan ini, di mana apabila 
PPAT dalam melaksanakan jabatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain, 
maka PPAT tersebut juga wajib mengganti kerugian yang diakibatkan olehnya. 
Tanggung jawab dalam KUH Perdata membagi 2 (dua) golongan masalah 
pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu: 
1. Tanggung jawab langsung 
Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan adanya interprestasi 
yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 
KUH Perdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut 
atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat 
dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi. 
2. Tanggung jawab tidak langsung 
Menurut Pasal 1367 KUH Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya 
bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya 
saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang 
                                                             
101 R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Jakarta: Sumur 
Bandung, 1984), hlm. 32. 
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menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah 
pengawasannya. 
Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan 
hukum dalam hukum perdata, pertanggungjawabannya selain terletak pada 
pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, 
tergantung siapa yang melakukannya. Dalam penulisan ini tanggung jawab 
perdata yang timbul berdasarkan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan 
bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya 
menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah 
semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayahkan kepadanya 
sebagai demikian.” 
Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, bahwa tanggung jawab 
PPAT jika dilihat secara subyektif terhadap APHT yang dibuatnya, bentuk ganti rugi 
dari PPAT bisa secara individu bahkan juga bisa sebagai seorang pejabat,diartikan 
sebagai seorang pejabat karena PPAT tersebut masih aktif dalam menjalankan 
jabatannya, sedangkan tanggung jawab obyektif terkait APHT yang dibuat oleh 
PPAT, kembali kepada bahwa PPAT hanya bertanggungjawab kebenaran formil 
dalam membuat APHT, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila 
terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dalam hal ini Isi, hal-hal atau klausul 
yang wajib dicantumkan di dalam APHT yakni terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) 
UUHT. 
Penulis menganalisis bahwa jika dalam pelaksanaan kewajiban hukum bagi 
PPAT dalam pembuatan APHT terdapat adanya kesalahan baik karena kesengajaan 
maupun kelalaian, yang menyebabkan pelaksanaan hak subyektif seseorang 
menjadi terganggu dan menimbulkan sesuatu kerugian bagi para pihak, maka 
PPAT bersangkutan harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang 
diderita oleh para pihak tersebut dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan 
bunga Penentuan. Bahwa akta hanya memiliki kekuatan hukumnya dibawah 
tangan maupun dinyatakan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, dan menjadi 
suatu delik perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, dalam hal 
ini harus adanya suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap (inkracht van gewijsde), sehingga apabila ada pihak-pihak yang menuding, 
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menduga atau menilai, bahwa akta PPAT tersebut palsu atau tidak benar karena 
telah terjadi penyimpangan terhadap syarat materiil dan syarat formil dari 
prosedur maupun proses pembuatan akta PPAT (aspek formal) maka pihak 
tersebut harus membuktikan tuduhan atau penilaian sendiri melalui upaya hukum 
gugatan perdata bukan dengan cara mengadukan langsung PPAT kepada pihak 
kepolisian. 
2. Tanggung jawab secara pidana 
Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu 
mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan 
menolak suatu perbuatan tertentu.102 
Pertanggungjawaban pidana memuat asas kesalahan (asas culpabilitas), 
yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang 
didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas 
legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa 
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal 
tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious 
liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan 
(error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan 
mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf 
sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan 
kepadanya.103  
Asas Legalitas yakni sebagai dasar dari adanya perbuatan pidana, 
sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang dalam 
artian seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau 
tidak mempunyai atau tidak berbuat kesalahan.  
 Pertanggungjawaban pidana ditujukan yakni terhadap pelaku tindak pidana 
yang melakukan kesalahan. Mengenai kesalahan yang menjadi salah satu unsur 
pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dilakukan atas dasar kesengajaan 
                                                             
102 Chairul Huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada 
‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’, (Jakarta: Kencana, 2011), 
hlm. 71. 
103 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 
Penanggulangan Kejahatan,   (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23. 
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ataupun karena kelalaiannya. Definisi kesengajaan yakni merupakan perbuatan 
manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan 
perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Perbuatan 
dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan 
dengan penuh kesadaran. 
Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur 
kesalahan. Berdasarkan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa:  
“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat 
pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa 
seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan 
yang didakwakan atas dirinya”. 
Dalam ketentuan tersebut diatas jelas bahwa unsur kesalahan sangat 
menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yakni berupa penjatuhan pidana. 
Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah 
pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan 
kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat. Pengertian tentang 
kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban 
pembuat tindak pidana.  
 Berikut ini, ada beberapa pendapat dari para ahli yang mendefinisikan 
tentang kesalahan, antara lain:104 
a. Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat 
yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si 
pembuat pidana; 
b. Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk 
pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis 
dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan 
psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat; 
                                                             
104 Mezger dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana 
Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70. 
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c. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik 
merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si 
pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. 
Kesalahan adalah pertanggungan jawab dalam hukum; 
d. Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena 
kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi 
luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi 
dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah 
kesalahan. 
Dari uraian tersebut di atas yakni adanya pandangan yang berbeda mengenai 
definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. 
Kesalahan dapat dibagi dalam 2 (dua) pengertian, sebagai berikut: 
1. Kesalahan psikologis 
Menurut Sudarto pada kesalahan psikologis, menyebutkan bahwa 
“kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat 
dengan perbuatannya.”105 Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin 
dari pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya; 
2. Kesalahan normatif 
 Pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan 
berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif 
perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan 
antara pembuat dan perbuatannya.”106 Penilaian dari luar tersebut merupakan 
penilaian yang terdapat dalam masyarakat. 
Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, kesalahan mengandung 
unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. 
Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. 
Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi 
beberapa unsur, yaitu: 
                                                             
105 Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 
2003), hlm. 72. 
106 Ibid., hlm. 73. 
87 
 
a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat; 
b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa 
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut sebagai 
bentuk kesalahan; 
c. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan 
pemaaf. 
Penjatuhan sanksi pidana terhadap PPAT dapat dilakukan sepanjang 
seorang PPAT telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi 
sebagai suatu tindak pidana. Syarat materil dan syarat formil dari prosedur 
pembuatan akta PPAT merupakan aspek-aspek formal yang harus dilalui dalam 
pembuatan APHT berkaitan dengan tugas jabatan PPAT. 
Penulis menganalisis bahwa penyimpangan terhadap syarat materil dan 
syarat formil dari prosedur maupun proses pembebanan hak tanggungan yang 
dibuat oleh PPAT harus dilihat berdasarkan batasan-batasan dari aspek formal 
tersebut yang mana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan PPAT. Artinya apabila seorang PPAT melakukan pelanggaran dari 
aspek formal, maka sanksi yang dapat dijatuhi adalah sanksi perdata dan sanksi 
administratif tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik Ikatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), sehingga pengkualifikasian pelanggaran 
aspek formal tersebut suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan tanpa dasar 
hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Aspek formal yang dimaksud disini, dikutip dari bukunya Habib Adjie yakni 
Aspek-Aspek Formal dari suatu akta PPAT dapat dijadikan dasar atau batasan 
untuk dapat memidanakan PPAT jika:107 
a. Aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh 
kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh PPAT yang 
bersangkutan) bahwa akta yang dibuatnya dijadikan suatu alat melakukan 
suatu tindak pidana, 
                                                             
107 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai 
Pejabat Publik, Cet. ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 124. 
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b. PPAT secara sadar dan sengaja untuk secara bersama-sama dengan para 
pihak yang bersangkutan melakukan suatu tindakan hukum yang 
diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. 
Berdasarkan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan terhadap PPAT 
dapat dilakukan sepanjang mengenai batasan-batasan sebagaimana tersebut 
dilanggar, dalam artian disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut 
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait PPAT, mengenai 
organisasi PPAT yakni, Kode etik IPPAT, juga harus memenuhi rumusan yang 
tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana). 
Mengenai perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta 
Notaris/PPAT dalam pembuatan akta otentik yakni dapat dilihat sebagai berikut:108 
a. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat 
palsu/yang dipalsukan. 
b. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik. 
c. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik 
d. Melakukan, menyuruh melakukan ,turut serta melakukan 
e. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan 
menggunakan surat palsu/yang dipalsukan 
Pengertian kesengajaan (dolus) menurut hukum pidana merupakan 
perbuatan yang diinsyafi, dimengerti dan diketahui sebagai demikian, sehingga 
tidak ada unsur salah sangka atau salah paham. Sedangkan kealpaan (culpa) 
adalah perbuatan yang terjadinya karena sama sekali tidak terpikirkannya akan 
adanya akibat itu atau oleh karena tidak memperhatikan dan ini disebabkan kurang 
hati-hati dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.109 
Berdasarkan ketentuan pada pasal 266 KUHP110, apabila PPAT telah 
melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam 
                                                             
108 Ibid., hlm. 127. 
109 Ibid., hlm. 129. 
110 Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana yaitu: 
1. Unsur subjektif, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain 
menggunakannya seolah-seolah keterangannya itu sesuai dengan kebenarannya. 
2. Unsur objektif: 
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peraturan perundang-undangan maka PPAT tidak bisa diminta 
pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuatnya. Pada Pasal 266 KUHP 
menunjukan bahwa posisi seorang PPAT adalah orang yang disuruh (manus 
ministra) dan dalam hukum pidana orang yang disuruh tidak bisa dimintakan 
pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Apabila berkaitan dengan 
seorang PPAT untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akta yang 
dibuatnya yakni berdasarkan dalam Pasal 264 KUH Pidana, penulis menganalisis 
antara lain sebagai berikut: 
a. Apabila PPAT mengetahui bahwa pada saat orang yang menghadap 
kepadanya untuk membuat akta otentik, baik berupa perikatan untuk jual 
beli atau perikatan lainnya dalam hal ini APHT, orang tersebut tidak bisa 
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perikatan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, PPAT tidak memerhatikan 
atau tidak mengindahkan syarat-syarat syahnya perikatan tersebut dan tetap 
saja membuat akta sesuai yang diminta oleh para penghadap. 
b. Apabila PPAT menghiraukan dan tetap saja membuat suatu akta otentik 
padahal dia mengetahui bahwa pada saat orang yang menghadap kepadanya 
untuk membuat akta otentik tersebut telah memberikan keterangan-
keterangan tidak benar untuk dicantumkan di dalam akta tersebut. 
Penulis berpendapat bahwa dalam pasal 264 KUH Pidana tersebut jika 
dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan ini yaitu PPAT telah mengetahui 
untuk wajibnya pencantuman hal-hal atau klausul yang terdapat dalam pasal 11 
ayat (1) UUHT akan tetapi PPAT tetap saja mengabaikan dan tidak mengikuti 
seperti apa yang berlaku di dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT tersebut. 
Penulis juga berpendapat bahwa untuk menghindari agar tidak dijerat atau 
didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, 
sebaiknya sejak awal para penghadap memberikan keterangan yang sebenarnya 
                                                             
a. barang siapa; 
b. menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut; 
c. didalam suatu akta otentik; 




berdasarkan janji-janji sebagaimana tercantum dalam perjanjian pokok (perjanjian 
kredit dan juga dalam hal tersebut terlebih dahulu PPAT mengingatkan para 
penghadap bahwa: 
a. Apabila ingin mencantumkan dalam APHT nilai hak tanggungan yang lain 
dari pada harga yang sebenarnya (terdapat dalam perjanjian pokok) 
penghadap jangan sekali-kali memberitahukan hal itu kepada PPAT atau 
pegawai Kantor PPAT tersebut bahwa nilai hak tanggungan yang 
sesungguhnya berbeda dengan nilai hak tanggungan yang ingin 
dicantumkan dalam APHT. 
b. Apabila penghadap sudah terlanjur memberitahukan adanya perbedaan 
nilai hak tanggungan tersebut sebaiknya PPAT menolak membuatkan akta 
atau APHT bagi penghadap. 
c. Memberitahu penghadap bahwa apabila dikemudian hari ketahuan bahwa 
harga yang tercantum dalam akta tidak benar, ada kemungkinan yang 
bersangkutan tidak dijerat Pasal 266 ayat (1) KUHP. 
 
Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa PPAT 
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 266 ayat (1) 
KUHP. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 266 ayat (1) tersebut terdapat unsur yang 
menyuruh PPAT dalam pembuatan APHT hanya merupakan media (alat) untuk 
lahirnya suatu akta otentik, sedangkan inisiatif timbul dari para penghadap 
sehingga dalam hal ini PPAT adalah pihak yang disuruh bukan pihak yang 
menyuruh. Akan tetapi, jika seorang PPAT telah dengan sengaja atau disadari 
bekerja sama dengan para penghadap atau para pihak pemegang hak 
tanggungan, maka PPAT dapat dikenakan pasal 264 KUH Pidana yang juga 
dikaitkan dengan pasal 55 (1) KUH Pidana, yaitu “turut serta melakukan tindak 
pidana”. Selain itu karena produk yang dihasilkan oleh PPAT dikenakan 
pemberatan yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Sub (a) KUH 
Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. 
Tanggung jawab PPAT secara objektif lebih terhadap kebenaran materil 
dalam membuat APHT (tanggung jawab ini lebih kepada tanggung jawab pidana). 
PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara pidana jika terbukti melakukan 
perbuatan tindak pidana. Jika tidak terbukti, PPAT bersangkutan tidak dapat 
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diminta pertanggungjawabannya, karena PPAT hanya mencatat apa yang 
disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu 
yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.111 
Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada PPAT adalah 
penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari PPAT sendiri. 
 
3. Tanggung jawab secara Administratif 
Pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPAT dalam penulisan ini bukan 
hanya pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana, akan tetapi 
PPAT juga dapat diberikan pertanggungjawaban secara administratif yakni 
ditentukan dalam Pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
yang menyebutkan bahwa “PPAT yang dalam melakukan tugasnya mengabaikan 
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38112, Pasal 39113, dan 
                                                             
111 Notodisoerjo, Hukum Notaril di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 1982), hlm. 229. 
112 Pasal 38 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan:   
“(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para 
pihak yang melakukan per-buatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai 
saksi dalam perbuatan hukum itu.  
(2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.” 
113 Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan: 
(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:  
a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, 
kepadanya tidak di-sampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang 
diserahkan tidak sesuai dengan daftar daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau  
b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepada-nya tidak disampaikan:  
1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan 
Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang 
tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan  
2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum 
bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah  yang 
jauh dari kedudukan Kantor Per-tanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan 
dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau  
c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan per-buatan hukum yang 
bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak 
atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau  
d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang 
pada hakikatnya ber-isikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau  
e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi 
yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang undangan 
yang berlaku; atau  
f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik 
dan atau data yuridisnya; atau g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 
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Pasal 40114. Selain itu, pelanggaran administratif juga ketika melanggar ketentuan 
dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, maka akan 
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari 
jabatannya sebagai PPAT yang diatur di dalam Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2016 
Tentang Peraturan Jabatan PPAT juga ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik 
PPAT, yakni bagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenai 
sanksi berupa: 
1. Teguran;  
2. Peringatan;  
3. Schorsing (pemberhentiaan sementara) dari keanggotaan IPPAT;  
4. Onzetting (pemberhentian) dari keanggotaan IPPAT;  
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. 
 
Pemberian sanksi terhadap PPAT harus dimulai dari jenjang yang paling ringan, 
yaitu mulai dari teguran tertulis dan teguran lisan terlebih dahulu. 
Penulis berpendapat bahwa Tanggung jawab yang diberikan PPAT secara 
administratif terhadap APHT yang dibuat seperti dalam penjelasan tersebut diatas 
yaitu berkaitan dengan pemberian sanksi yang berarti dalam kaitannya dengan 
masalah yang ada dalam penulisan ini, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai 
pertanggungjawaban pejabat. Mengapa dikategorikan sebagai pertanggung 
jawaban sebagai pejabat?  
Dalam Pasal 1 PP No. 24 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:  
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum 
yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah 
Susun”. 
                                                             
(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada 
pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya. 
114 Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997, menyebutkan:  
(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang 
bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen 
yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. 
(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya 
akta sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersang-kutan. 
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Jadi berdasarkan ketentuan diatas bahwa sudah jelas PPAT dikatakan sebagai 
pejabat, yakni pejabat umum. 
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, mengenai pertanggungjawaban 
pejabat yakni menurut pendapat dari Vegtig dan Kranenburg yakni ada 2 (dua) 
Teori yang dijadikan sebagai acuan, antara lain: 
1. Teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian 
terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena 
tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Berdasarkan teori ini 
beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. 
2. Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian 
terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang 
bersangkutan.  Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada 
jabatan.  
Jika dikaitkan kedua Teori ini dengan Tanggung jawab Pejabat dalam hal 
ini PPAT sebagaimana terkait dengan penulisan Tesis ini, masing-masing dapat 
diartikan yakni Teori fautes personalles, PPAT dapat bertanggung jawab secara 
pribadi atas perbuatannya dalam pelaksanaannya jabatan baik terhadap akta yang 
dibuatnya dalam hal ini atas APHT yang dibuat tidak sesuai atau berdasarkan 
ketentuan yang berlaku yakni dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT. Sedangkan Teori 
fautes de services, PPAT bertanggungjawab berdasarkan jabatan yang diberikan 
kepadanya, yakni sebagai Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk 
membuat akta (APHT) dalam hal ini PPAT yang membantu atau dengan perkataan 
lain sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional yang 
berperan dalam pembuatan akta pemindahan hak dan APHT atas tanah atau hak 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Dalam proses pembebanan Hak Tanggungan harus memenuhi Asas Spesialitas 
(Pasal 8 dan 11 ayat 1 UUHT) maupun Asas Publisitas (Pasal 13 UUHT). 
Pentingnya kedua Asas ini dalam pembebanan hak tanggungan dikarenakan 
mempunyai fungsi sangat penting, implikasi hukum atas tidak dipenuhinya 
Pasal 11 ayat (1) UUHT, bahwa “Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal 
atau klausul-klausul yang disebut pada pada ayat ini dalam APHT 
mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan mengenai 
pendaftaran hak tanggungan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari kerja dan didaftarkan kepada Kantor Pertanahan, pendaftaran 
tersebut merupakan saat lahirnya suatu hak tanggungan. Jika pendaftaran 
APHT menjadi sertifikat hak tanggungan mengalami keterlambatan yang 
seharusnya didaftarkan selama rentang waktu 7 (tujuh) hari, keterlambatan 
tersebut tidak lantas membuat gugur APHT yang didaftarkan, APHT tetap sah 
dan dapat diproses menjadi Sertipikat Hak Tanggungan. 
2. Sesuai dengan Pasal 55 PERKAP BPN No. 1 Tahun 2006, dalam pelaksanaan 
tugas dan jabatannya untuk pembuatan akta, PPAT bertanggung jawab secara 
pribadi terhadap setiap akta yang dibuatnya, dikaitkan dengan Pasal 23 UUHT, 
apabila PPAT melanggar atau lalai dapat dikenakan sanksi administratif. 
Apabila terdapat gugatan dari para pihak, dapat dimintakan 
pertanggungjawaban dalam bentuk perdata, pidana maupun administratif. 
Tanggung jawab perdata dilakukan jika ada kerugian sehingga PPAT harus 
melakukan ganti rugi kepada para pihak. Tanggung jawab pidana karena PPAT 
merupakan pejabat menurut Undang-undang yang dalam pekerjaannya 
mengikuti perintah para pihak, sedangkan Tanggung jawab secara 
administratif, PPAT bertanggungjawab berdasarkan jabatan yang diberikan 
kepadanya, yakni sebagai Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk 
membuat APHT dalam hal ini PPAT yang membantu Kepala BPN yang berperan 
dalam pembuatan akta pemindahan hak, dan APHT atas tanah atau hak milik 






1. Bagi Pemerintah, perlu mengatur lebih jelas mengenai Regulasi Tentang 
Peraturan Jabatan PPAT, tedapat dalam PP No. 24 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998, dikarenakan dalam PP tersebut hanya 
mengatur mengenai pemberian sanksi saja terhadap PPAT sekalipun sudah 
diperbaharui dalam PP No. 24 tahun 2016, sedangkan mengenai bentuk 
pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh PPAT dalam PP yang lama 
maupun PP yang baru tidak mengatur tentang hal itu, juga Pemerintah harus 
membuat ketentuan pelaksana dari PP No. 24 Tahun 2016, agar lebih jelas 
ketentuan-ketentuan apakah yang harus ditaati oleh PPAT. Bahkan Pemerintah 
juga perlu memperbaharui Regulasi dalam UUHT, karena apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan maupun kelalaian yang dilakukan oleh PPAT terhadap 
pembuatan APHT yang dibuatnya, bukan hanya sanksi saja yang diberikan, 
melainkan dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap PPAT.  
2. Bagi Masyarakat, dalam hal ini para pihak yakni agar dapat memahami 
prosedur maupun sampai dalam proses pembebanan hak tanggungan, dan 
sebelum berniat untuk membuat APHT terlebih dahulu harus membuat 
perjanjian dengan pihak lain (penerima hak tanggungan) yang dalam hal ini 
dimasukkan ke dalam perjanjian pokok (perjanjian kredit), karena dikemudian 
hari ketika pada awal membuat perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan 
saja terhadap pihak yang lain dan tidak mengikuti seperti apa yang 
diperjanjikan ke dalam perjanjian pokok, sedangkan tidak mempertimbangkan 
apa yang akan terjadi kedepanya, bisa saja terjadi perselisihan dengan pihak 
lain dan pihak lain tersebut mencari kelemahan terhadap akta (APHT) yang 
pernah dibuat dan ternyata pihak tersebut melihat terdapat kesalahan dalam 
akta tersebut, pada akhirnya akan berdampak hukum terhadap APHT dan juga 
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